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Bsa, bahwa kami telah dapat menyelesaikan skripsi dengan pe-
nuh kepadaran sebagal manusia tiada terhindar dsri segala ke~
kurangan, kesalahan dan ketidak sempurnaan.
Namun kami memberanikan diri mengajukan skripsi ini mengingat
gsebagai salah satu syarat yang wajid kami penuhi dalam ting=
kat Sarjana Dua antuk mencapal gelar 3arjana pada Pakultags =
Hukum Universitas Airlangga khususnya jurusan Hukum Pidana,

Kami menyadari bahwa penyusunan skripsi ini t¢iada akan
terwajud tanpa bimbingan, bantuan dan kesempatan yang ada, o=
leh karenanya pada kesempatan ini puls kami mengucapkan teri-
ma kasih yang sebesar-besarnya kehadapan Bapak HARSADI DARSO-
KUSUMO SHe - dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlengga
yang dengan penuh perhatian dan ketulusan hati telah memberi
kan bimbingen dalem pembuatan serta penyusunan skripsi ini,
Juga kehadapan Bapak PURWANTO SASTROATHMOJO SH, = Kepala Kre
Jaksaan Tinggi Jawa Timur, kami mengucapkan terima kasih atas
izin kesempatan dan bantuannya dalam kami mengikuti kuliah,
ujian~ujian dan mengumpulkan serta mempelejari bahan-~bahan
yang ada untuk pembuatan dan penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak kemi tulis lengkap dalam penge
antar ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas segala
bantuannya delam penyusunan skripsi ini.

Sebagal akhir kata pada kesempatan ini kami mengucapkan
terima kasih pule pada isteri kami yang dengan tekun dan pe-
nuh prihatin disamping memelihara dan membina ansk-anaknya -
telah mendampingi dan memberikan dorongan pada diri kami demi
termujudnya skripsi ini dan tercapainya gelar Sarjana pada -
Pakultas Hukum Universitas Airlangga.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rakhmat,
bimbingan dan lindungennya pada kita sekalian.

Sekian ; Amin,

Surabaya,
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PENDAHULUAN

Judul yaeng kami pilih dalam skripsi ini ialah : "Penine
jauan pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidans dalam hue
bungannya ‘dengan kecelakaan lalu lintas jalan/Traffic Acci-
dent®, Judul tersebut telah pula mendaspat persetujuan dan =
regtu dari Bapalkk HARSADI DARSOKUSUMO SH., -~ dosen Fakultas
Hukum Universitas Airlangga.

Kami memilih judul tersebut didorong oleh karens  pada
dewasa ini menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa kecelakaan
lalu lintas di Jalan yang makin meningkat jumlshnya, dimana
keadaan tersebut membawa pengaruh yang dapat mengganggu ke
tenteraman dan ketertiban pada masyarskat umumnys. Khususnya
anceman terhadap jiwa dan raga serta harta benda bagi para
penmakai jalan,

Dengan adanya peristiwe-peristiwa tersebut, dan pula
menurut hemat kami pada akhir-akhir ini dari berbagai fihak
di Jawa Timur telah pula berusaha membahas masalah tersebut
baik dengan melalul seminar maupun membentuk Badan Pelaksana
Penanggulangan Kecelakaan Lelu Lintas, maka pada kesempatan
pembuatan dan penyusunan skripsi ini kemi memilih judul ter-
gebut dengan penuh kesadaran dan harapan untuk dapat turat
memberikan sumbangan pikiran dalam rangka usaha menanggu=-
langi masalah kecelakaan lalu lintas di jalan, setidaketidak
nya dapat sebagai bazhan pelengkap pada perpustakasn Pakule
tas Hukum Universitas Airlangga untuk pembahasan ilmiagh,

Dalam penyusunan skripsi, mengingat masalah kecelakaan
lalu lintas/traffic accident adalah tidak dapat ditinjau se-
mata~-mate dari peristiwa itu sendiri secara ansich dalam
mencari jalan pemecahannys maka kami berusaha meninjau masa-
leh kecelaksan lalu lintas di jalan ini dengan berorientasi
pada segi-segi hukum yang berlaku, individu khusuasnya pada
generasi muda, fisik sebagai sarana yang pegang peranan da-
lanm lalu lintas di jalan serta masyaralat sebagal wadah ke-
satuan hukum bagi para warganya.

Skripsi PENINJAUAN PASAL 359 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ... SURYADI



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

-2 -

Oleh karena yang kami bahas dalam skripsi ini iglah Pe-
ninjauan pasal 359 KUHP dalam hubungannya dengan kecelakaan
Lalu Lintas Jalan, maka isi skripsi inil kami susun bab demi
bab dengan urutan-urutan sebagal berikut : pengertian hukum,
gejala masyarakat meliputi empat aspek yang perlu ditinjau,
pelaksanaan hukum sebagai suatu perwujudan dari pé&a negara
kita sebagai negara hukum dengan aparatur-aparatur pelakéa-
nanya dan kesimpulan serta saran berlandaskan pada uraisn
dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-badb lebih da~-
hulu,

Hudgh-mudehan penyusunan ini dapat memberikan bahan dan
gambaran yang terang mengapa sampai timbul kecelaksan lalu
lintas di jslen dengan segala akibat-akibatnya serta bagai-
mang ussha pencegahan, pengurangan dan penanggulangannya.
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BAaAB~II

PENG ERTIAN HUKUM

A. PASAL 359 KUHP,

Dalam Kitab Undang-undang Hulkum Pidana kita antara
lain diatur tentang Perbuatan yang menyebabkan matinya
orang lain karena kealpaan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidans terjemahan Bapak
Prof JOELJATNO SH, « Guru Besur Fakultas Hukum Universi-
tas Gajah Mada dan Universitas Airlangga cetakan ke V ta-
hun 1968 hal tersebut diatas tercantum dslam Bab XXI Buku
II dengan Bab Polkok tentang Menyebabkan Mati atau luka-
luka karena kealpaan yang dirumuskan dalesm pasal 359,
Sebagai landasan pengertian tentang pasal 359 Kitab Un-
dang-undang Hukum Pidana, kiranya perlu memaklumi segi
hukum dsrl perbuatan yang mengakibatkan matinya orang da~
lam artian yang lebih luas.

Dalam kulish umum Bapak Prof.MOELJATNO SH. (almarhum)yang
diucapkan di Universitas Islam Indonesia Jogyskerta di -
Purwokerto pada tanggal 12 September 1963 (Potikan 1) di-
terangkan bahwa jika ada orang meninggal dvnia dJan mati-
nya ternyata ada hubungan dengan perbuastan orang lain ma-
ka peristiwa ini ditinjau seocara teoritis dari segi hukum
pidana adalah dapat merupakan teka~teki.

Yangs dimpksudkan dalam hal ini adalah mengingat ba-
nyaknya pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pida-
na yang mengetur tentahg peristiwa matinya orang bertali.
an dengan perbuatan orang lain, yang mana masing-masing
baik macam atau kwalifikasinya maupun mengenﬁi ancaman -
pidananya adslesh berbeda~beda.

Petikan 1. ¢ Diktat kuliah umum di Universitas Islam Indone-
gia - Purwokerto 12-9-1963 oleh Bapak  Prof.
MOELJATNO SH., tentang segi hulktum dari perbuat-
a?)yang mengakibatkan matinya orang ( halaman
17)e=

Skripsi PENINJAUAN PASAL 359 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ... SURYADI



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

S

Dapat kami kutiplkan disini garis besar pasal-pasal yang bor-
talian peristiwa matinya orang dengan adanya hubungsn perbie.
atan orang lain (Petikan 2) yaitu 2

Pasal 338 XUHP - Pembunuhan.
Pasal 339 KUHP - Pemburnuhan yang diikuti, disertal ataun di-
dahului oleh suatu perbuatan pidana.
Pasal 340 RKUHP - Pembunuhan dimanakany
Pasal 187 ayat :
3 KUHP - Nenimbulkan kebakaran, ledakan atag bunylan

sehingga mendatangkan bahaya umum bdagi nya-
wa orang dan mengakibatken matinya orang.
Pasal 351 eyat
3 KUHP -~ Panganiayaan yang mengakibatkan matl.

Pacal 291 ayat
2 KUHP = Pelanggaran kesugilaan yang tertentu dan
barakibat natinya gikorban,

Pasal 333 ayat
3 KUHP = Perampasan kemerdekoan orang yang nelawan

hukun yang mengakibatkan maute. 7

| (T o gILIKS

Pasal 213 Jjo. X pERPUSTAK‘{m :
21t Jo. 222 HIVERSITAS AJRLANE G

a B4

KUHP - Perlawanan terhadap seorang pejubat yank
mengakibatkan matinya pejabat tndi.

Pasal 306 KUHP - Menempatken anak-anak yang masih perlu di-
tolonz dalam keadaan sengsara atau terlaone
tar.

Pasal 359 KUHP = Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang
lain.

Setelah diikuti dengan seksamg serua hal diatas maka da-
pat ditarik intinya bahwa antara perbuatan dan matinya orang
harus ada hubungan kausal, artinya karcna ada perbuatan yang
denmikian maka timbullah naut,

* Petikan 2, : Idem petikan 1 = (holaman 17 « 20),-
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Hal tersebut dapat kiranya dipahami bahwa ternyata disamping
adanya perbedaan-perbedaan yang mengenal maksud atau tujuan -
orang yang melskukan perbuatan, yaitu suatu perbedaan yang
terletak dalam hati sanubari orang yang melakukannya, terda
pat pula persamaan-persampannya yaitu dalam alam lghir dan
nampak dari luar dimana semus perbuatan diatas menyebabkan
atau mengakibatkan matinya orang.

Sekarang problems yang timbu) dari masaleh diastas antara lain
yalah ukursn atau kriterium gpakah yang'harus dipakal untuk
menentukan bahwa antara perbugtan tersebut dan kematian ada
hubungan kausal ?

Yang dimsksudkan dalam pengertian ini adalah bahwa  karena
adanya perbuatan itu maka menurut akal dan logike mestilzah
timbul akibat maut, sebab tanpa adanya hubungan yang demikian
itu maka perbuatan tak dapat dimasukkan dalam salah satu am
turan tersebut diatas.

Dalam menanggapi problema tentang ukuran atau kriterium
apa yang menentukan adanya hubungan kausal ads beberapa teori
hukum pidena (Petikan 3) yaitu i

Teori Conditio Sine Qusnon.

Teori ini digjukan oleh Von Buri yang menyatakan bahwg

sebab adalah tiap-tiap syarat yang tidak dapat dihilengkan
guna timbulnya akibat. Teori ini adaleh juga dinamakan teori
Equivalensi, karena menurut pandangan teori ini tiap-tiap
gyarat adalah sama nilsinya.
Dalam pengertian ini tidak ada perbedaan antara syarat dan
sebab. Sebagal pengzikut ejaran ini adalah Van Hamel, dengan
membatasi teori tersebut mengemukakan bahwa penggunaan teori
tersebut dalam hukum pidana adalah baik asal dilengkspl de-
ngan teori tentang kesalahan.

Teori yang mengfgeneralisir.

Teori ini diajukan oleh J.van Kries - seorang Sarjana
Jerman. Menurut teori ini sebab dari suatu kejadian adalah
gyarat yang pada umumnya menurut kejadian yang normal dapat -
atau mampu menimbulkan akibat.

Petikan 3. ¢ Diktat kuliah Azes-azas Hukum Pidana tahun 1963/
1964 oleh RUSLAN SALEH SH. (halaman 14 - 22).-
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Apa yang dimpksud dengan jélannya kejadian yang normal ita
dan normal bagi siapa ?

Yos mengatakan bahwa menurut Van Kries yang dimaksud dengan
normal yalah sepanjang terdakwa pribadi mengetahui atau sehaw
rusnya mengetahui keadaan disekitar akibat.

Prof.Simons yang pandangannya digolongken dalam teori ini
berpendapat bahwa sebadb adalah tendens atau gelagat yang me-
ngandung kekuatan untuk menimbulkan akibat didalam keadaan -
itu.

Gelagat itu dapat ternyata dari dapaet dikira-kirakannya aki-
bat.

Teori yang meng~individualisir.

Teori ini diajukan oleh Birkmeyer yang mana teori ini di
namaken juga teori der Meist Wirk same Bedingung.
Henurut teori ini bahwa sebagai dasar adalah teori Conditio -~
Sine Quanon dengan pengertian bahwa rangksian syaratesyarat =
yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat dicarinya
pyarat mans yang dalam keadaan tertentu itu yang paling ba-
nyak membantu uantuk terjadinya akibat.

Schepper (guru besar hukum pidana R.H.Batavia dahulu)se-
bagal orang yang termasuk dalam golongan teori ini menyata-
kan

a. Hubungan kausal ada dilapangan lahir, hal mana harus dipi-
sahkan dari pertanggungan jawab yang ada dalam lapangan o
batino i

b. Teori Conditio Sine Quanon karena itu tidak mungkin benar
sebab mengharapkan dari ajaran tentang kesaiahan untuk me-
ngadalkan koreksi terhadap apa yang kelebihan menurut teori
Conditio Sine Quanon.

Cc. Sebab adalah kelakuan yang mengadaksn perobahan dalam sua-
sana keseimbangan yang menjadi pangkal tinjauan atas kom=
plex kejadian yang harus diselidiki dan memberi arah dalam
proses alam, karena perobahan tersebut menuju kepada akiw
bat yang dilarange. .

T ERIIRS
-'-&:'JPUS"‘“(‘A“q

TR Y

Yy r

N LR
4 \)‘ jo)
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Teori Relevansi (Petikan 4).

Pengikut teori ini adalah Prof,Langemeyer dan Mezger.
Teori ini meninjau hubungan kausal dimulei dengan menafsir-
kan rumusan delik yang bersangkutan., Dari rumusan delik yang
hanys menyebut akibat yang dilarang dicoba menentukan tenw
tang kelakuan=kelakuan apakah yang dimaksud pada wakta meme
buat larangen tersebut.

Peori ini tidak memulsi peninjauannya dengan mengadakan ge-
neralisir dan yang mengindividualisir.

Bapak Prof.MOELJATNO SH., ( almarhum ) menanggapi teori
gebagaimana terurai diatas adalah sebagai berikut 3

as Tidak dapat menyetujui teori Conditio Sine Quanon bhalk
menurut pendapat Van Buri dan Van Hamel dengan alasan @

- Bahwa menyamargtakan nilal dari +tigp-tigp sebab dan
syarat adalah bertentangan dengan pandangan orang dalam
pergaulan masyarakat yang justru membedskan antara sya
rat dan sebab ;

- Bahwa teordi Conditio Sine Quanon-tidak dapat diadakan
pembatasan dengan menggunakan ajaran kesalahan, sebab
menurut sistim yang dianjurkan Bapak Prof,MOELJATNO SH,
(almarhum) diadakan pemisahan antara perbuatan pidana
dan pertanggungan jawab dalam hukum pidana dalam bentuk
kesalahan

- Secara metodis habungan kausal +tak mungkin dikoreksi
oleh ajaran tentang kesalahan sebadb yang pertama adalah
dalam lapangan lahir, sedang yang kodua adalah dalam
lapangan batin,

b. Menyetujui pandangan Schepper bahwa hubungan kausal ita
letaknya dalan lapangan lahir, hubungan mana dapat dia-
lami dengan panca indera. Dan menyetujui rumusannya yaitu
bahwa sebab adalah syarat yang mengadakan faktor perobahe
an kejurusan akibat. Dalam hukum pidana yang dimaksudkan
yaitu kelakuan scseorang adalah sebab dari suatu akibat
yang terlarang. -

Petikan 4. : Diktat Kuliah Azas-azas Hukum Pidana tahun 1963
/1964 oleh RUSLAN SALEH SH. (halaman 29).-

Skripsi PENINJAUAN PASAL 359 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ... SURYADI



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

-8-

¢. 0Oleh karena pomilihan entara gyarat-syarat yang relevant
itu didasarkan atas runusan dolik maka teori rolevansi ini
mondekati teori-toori yang menggeneralisir. Dan teori reo-
levansi adalgh tidak logi teorl mengenai hubungan kaueal,
molainkan tentang penafsiran Undang-undang.

Bapak Profl l0ELJATHO SH. (nlmarhum) wengemukeltan bebero=
pa aspek tentang masalah hubungan kausal (Petikan 5) yaita s

a. Dalam nenentukan ada atau tidaknya hubungan kausal herug -
ilknt dipertimbangkan somua hal ikhwal dan keadaan, bukan
gaja disekitar perbuatan dan alat yang dipakai pada szat
sebelum terjadi akibat (ante faktum) totapl juga segala -
hal ikhwal dan keadaan disskitar korban yang barsangkutan
yang diketahui setelah terjadi alcdbat.

b, Dalam mempertimbangkan hal ikhwal dan keadann sotelah torw
Jadi akidbat yang menentukan adaleh akal dan logika yang 4i
capai olsh ilmu pengetahuan yang obyelktif {para ahli) den
bukan akal logika manusia ucumnya serta para hakinm,

¢, Lusabab adalah factor atau syarat yang mengadakan perobah-
an dalam proess keadaan alen yang menuju kearah akibat,

d. PFaktor porobzhan yanz menjadi musabad tidak selalu berupa
gatu perbuatan atau kejadian, tapi dapat juga terdiri atas
dua perbuatan / kejadian atau lobih,

Setelah kita menslash tentansg pengertian hubungan kausal
yang mana menurut sistim yang dianjurkan oleh Bapak Prof, =
LORIJATRO SH. (almarhum) merupaken soatu yang ada dalam 1o
pangan lahir yaita masalah yans menurut teori hukum pidana -
sabagal perbuatan pidana, moka selanjutaya kemi kemuicalkan po-
ngertian pertanzpungan jJawab dalom hukum pidana, sshingga o
iten memperoleh gambaran yang terang apaksh dengan adanya perw
buatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang menimbulkan om
Ikibat dilaranz dan diancam pidana itu dilakukan oleh orang =
yeng dapat dipertanggung  Jjawabkan nmenurut huwltum pidana,

Potikan 5, ¢ Diktat Kuliah Umum 4i Universitas Islanm Indone-
pia Purwokerto 12-9=1963 oleh Bapak Prof, IOBl-
JATNO SH, tentang Sezi Hukum dari perbuatan yanz
menzakibatkan matinya orang haleman 21 - 22,
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Pengertian peritanggungan jawab dalam hukum pidana menu-
rut Bapak Prof.MOELJATNO SH, (almarhum) adalah ada dalam la~
pangan batin yaitu mengenai arti dari pada kesalahan (Petil~
an 6). , '

Apa yang dimaksud delam pengertian kesalghan ?

Kesalahan adalah adanhya keadaan psychis yang tertentua pada
orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilskukan yang
sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena me-
lakukan perbuatan tadi (Petikan 7). ‘

Bentuk daripada kesalahan adalah kesengajaan dan kealpaan.

Pengertian dan makna kesergajaan maupun kealpaan tidak
ada ditentukan lebih lanjui oleh Undang-—undang.

Dalam mempelajari apa makna kesengajaan dapat kami ke~
mukskan beberapa teori yang ada {Petiken 8) sebagai berikut:

Peori kehendak.

Sebagai penganut teori ini adalah Von Hippel.
iang dimaksud oleh teori kehendak bahwa yang dapat diliputi
kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuate
nya. Bahwa tiap-tiap bentuk dari pada kesengajaan dapat dite
rangkan dari proses kehendak yaitu jurusan yang digadari da-
ri pada kehendak terhadap suatu kejshatan tertentu.
Sebagai pendukung teori ini antara lain Simons.

Teori pengetahuan.

Sebagai penganutnya adalah Prank,
Yang dipentingkan dalam teori pengetahuan adalah apakah yang
dibayangkan, diketahui oleh pembuatnya ketika melakukan per-
buatan.

Petikan 6. & Diktat Pidato pada upacara Peringatan Dies Na-
talis ke VI Universitas Gajah Mada di Sitihinge
£i1 Jogyakarta 12-12-1955 perihasl Perbuatan Pi-
dana dan Pertanggungan Jawab dalam Mokum Pidana
oleh Prof.MOEBLJATNO SH. (halaman 22).

Petikan 7. ¢ Diktat Kulish Azas-azas Hukum Pidena bagian ke
3 tahun 1967-1968 oleh Prof., HOELJATNO SH. (ha~-
laman 4).

Petikan 8, : Diktat Kuliah Azas-azas Hukum Pidana jilid 3 -
tghun 1960/1961 oleh RUSLAN SALEH SH. ?halaman
26 dan seterusnya).
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Sebagai pendukung teori ini antara lain Van Hamel.

Bapak RUSLAN SALEE SH. menyatakan bahwa teori  pengetahuan
lebih memnaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya die
1liputi pengetahuan sebad untuk menghendeki sesuatu orang le=
bih dahulu harus mempunyai pengetahuan atan gambaran tentang
gesuatu itu.

Tapi sebaliknya apa yang diketahui seseorang belum tentu jui
ga dikehendaki olehnya.

Lagi pula kehendak adalah merupakan arsh maksud atau tujuan,
hal mana berhubung dengan motif atau apa yeng mendorong u-
tuk berbuat dan tujuannya.

Menurut teori maupun praktek telah ada kata sepakat
bahwa yang dinsmakan berbuat dengan sengaja adaslah  berbuat
dengan dikehendaki dan diketsghui,

Dalem pembuktian adalah lebih singkat karena hanya berhubung
an dengan pernyataan apakah terdakwa mengetshui, menginsafi
atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun skibat dan
keadaan yang menyertainya. |, =4

Di Swiss pengertian kesengajaan adalsh dengan tegas die
nyataken dalam KUHP (pasal 18) yang berbunyi :
Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan mengetahui -
dan menghendakinya, maka ia melakuken perbuatan itu  dengan
gengaja. :

Sekarang kami kemukakan uraisn pengertian kealpaan yang
sekaligus adalah berhubungan dengan unsur daripada pasal 359
EKUHP. ‘

Pasgl 359 KUHP berbunyi @

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya o-
rang laln, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tehun atau kurungan paling lama satu tahun (Petikan 9).

Bertitik tolak pada anjuran Bapak Prof. MHOELJATNO SH, =
(almarhum) tentang pengertian perbuatan pidana dan pertang-
gangen jamab hulcum pidana, make menurut hemat kemi inti dari

Petikan 9. : KUHP terjemshan Prof MOELJATNO SH, tghun 1968
- cetakan ke V (halaman 120).
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pasal 359 KUHP yalah :

a. Adanya perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang
dan diancam pidana yaitu matinya orang lein.

Y. Perbuatan tersedbut dilakukan oleh orang karena kealpaan-
aya.
Apa yang dimsksudkan dalam pengertian kealpaan 7
Dan apskah diperluken adanya hubungan batin antara pelaku
dan akibat yaltu bahwa matinya orang lain bagi yang melaku~
kan perbuatan dapat di-duga-duga sebelumnys ?

Eealpaan (Petikan 10) adalah suatu sikep batin dari pa-
da orang yang menimbulken keadaan yang dilargng, yang mana
tidak menghendaki atau tidak menyetujui timbulnya yang ter-
larang dan tidak pula menentang larangan-larangan tersebut,

Yang dimasksudkan bahwa ia kurang mengindshken larangan
dan lalai dalam melakukan perbuatan tersebut.
Sebab bila ia cukup mengindahkan adanya larangan pada waktu
melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulken
hal yang dilarang, dia tente tidak alpa atau kurang hati-ha-
ti agar tidak mengakibatkan hal yang dilarang.
Syaéatmsyarat yang perla dalam pengertian kealpaan menurut
Van Hemel maupun Simons adalah tidak mengadakan penghati=hg-
ti dan penduga~duga sebagaimana diharaskan oleh hulkum,

Dalam praktek yang terpenting tentang syarat terssbut -
adalah tidak mengadakan penghati~hati seperti diharuskan
oleh hukum, namun bukan berarti syarat tidak ada penduga ti-
dalc ada gunanya.

Persoalan lebih lanjut tentang diperlukan atan tidak g
danya hubungan batin antara pelaku dan akibat, Dbanyak penu-
lis yang berpendapat bahwa dalam perbuatan pidana tersebut
pada pasal 359 KUHP disamping adanya hubungan kausal adalah
diperlukan juga adanya hubungan batin yaitu bahwa matinya
orang lain bagi yang melakukan perbuatan harus*Voorzienbaar"
harus dapat diduga~dugakan sebelumnya.

Petikan 10.: Diktat Kuliah Azas-azas hukum Pidana jilid 3
tahun 1960/1961 oleh RUSLAN SALEH SH. (halaman

49 - 55).
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Bapsk Prof.MOELJATNO SH., (elmarhum) dalam hal ini ber-
pendapat bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal 359 KUHP,
disitu tidak perlua adanys hubungan batin, sehingga hanya ada
pertanggungan jawab atas suata akibat yang terﬁadi tanpa ada
nye hubungan batin dengan pelsku (Erfolgshaftung). Dus sama
halnya dengan delik-delik yang dikwalifisir oleh akibatnya.
Sebagai dasar pendapatnya adalah ¢ '

a. Atas ucapan M.v.T. bahwa matinya orang yang tidak karena
kesengajaan dan hanya karena kealpaan, disitu dapat dipi-
dananya perbuatan terutama ditentukan oleh akibat perbuat
an. Yang penting adalah bahwa secara obyektif akibat maut
tadi timbul.

b. Pengertian kesengaJaan dan kemlpaan sehagaimana diuraikan
oleh penulis Belanda K didaserkan atas pandangan hidupnya
yang individualistis, sehingga tidak sesuai lagi dengan
pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sebagaimana tersebut dalam judul skripsi, maka pengere
tian Undang-undang Lalu Lintas Jelan adalah merupakan suata
rangkaian uraian yang harus dikemukakan dan dipshami. 0leh
karenanya pada uraian tentang bab pengertian hukum ini di-
masukken pula tentang Undang-undang tersebut.

B, Undang-undang Lelu Lintas Jalan.

Kita maklumi bersama, bahwa per-Undang-undangan Lalu
Lintas Jalan di Indonesia dalam perkembangannya  sampai
gaat ini mengalami perobahan, penambghan dan penggantian
baik dalam bentuk Undeng-undang, Peraturan-peraturan mau-
pun Surat-surat Edaran dan petunjult dari Pemerintah.
Sedang untuk menyelami lebih jauh keutuhan dari pada per-
Undang-undangan tersebut hemat kami akan memerlukan jange
ka waktu yang lama; oleh karena itu pada kesempatan ini -
akan kamni kemukakan garis besar perkembangan dan penger-
tian PereUndang-undangan Lalu=Lintas Jalan yang menurut =
hemat kami adalah merupakan dasar bagi masyarakat umumnysa
untuk memahemi masalah--masalch yang timbul dalam persoal-
an Lalu Lintas Jalan.
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Perkembangan per-Undang-undangan ILalu Lintas Jalan (Pe-
tikan 11) adalah 1

a. Wegverkeersordonantie (Staatsblad 1933 No. 86) dirobah,
ditambah dengan,

b. Stastsblad 1933 No. 327 dirobah,
ditembah dengan,

c. Staatsblad 1936 No. 83 dirobah,
ditambah dengan,

d., Stastsblad 1938 No. 657 dirobah,
ditambah dengan,

e. Undang=undang No.7 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951
. NO. 42)0

£. Undang-undang No. 3 tahun 1965 adalah mencabut per-Undang=
undengen tersebut a sampai dengan e diatas dan merupakan
Undang-undang yang berlaku sekarang dengan nama Undange
undeng tentang Lalu Lintas dan Angkutan dJalan Raya d4i-
singkat UsU.Ls

Undang=-undang terssbut diatas adslah didslemnya’ memuat

pasalépasal yang mengatur pokok-pokok dari soal-soal lalue
lintas jalan,
Untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut dan yang lebih terpe-
rinci dari pasal-pasal pokok U.UsL., pemerintah mengeluarkan
suatu peraturan~peraturan yang disebut Peraturan Pemerintah
Lalu Lintas Jalan disingkat P.P.Le

Peragturan Pemerintah Lalu Lintas Jealan jugae mengalami -~
beberapa perobahan dan penambahan dengan perkembgngan
(Petikan 12) sebagai berikut ‘ '

Petikan 11.: Buku Per-Undang-undangan Lalu Lintas Jalan di
Indonesia, penerbit Politzia Bogor, oleh W, Xar-
jadi dan R.M, Sosroharjono, hglaman 11, 12 dan
Brosur Undang-undang No.3/1965 tentang Lalu Line
tas dan Angkutan, penerbit Politzia Bogor.=

Petikan 12.: Lampiran Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah
Agung, Jaksa Agung, KXepzala Kepolisian Negara
R.I. dan Menteri Kehakiman nomer
- 001/XKMA/T1

- QAT 2tm&ﬂ14kmuiﬂﬂ.
- 38.4/1
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a. P.P.L. tanggal 15 Agustug 1936 (Lembaran Negara No. 451)

be P.P,L, tanggel t Juli 1951 No.28 (Lembaran Negara No. 47)
dirobah, ditambah dengan,

¢e PoP.L. tanggal 18 Juni 1954 No.44 (Lembaran Negara Nb.?G)
dirobah, ditambah dengan,

d. P.P.L. tanggal 8 Pebruari 1964 Ne,2 (Lembaran Negara No.,
5)e
Satelah kita memahami perkembangan per-undang-undangan
dan persturan pelaksanaen Lalu Lintas Jalan, maks perlu ki
ranya mengetahul apa maksud Pemerintah mengadakan  per-Un-
dang-undangan, peraturan dan macam-macam ketetapan serta ke
tentuan-ketentuan terhadap Lalu Lintas di Jalan,

Maksud Pemerintah adalah sebagai berikut (Petikan 11) s

a, Untuk mengatur dan menyalurkan secara tertib dJdan lancar
dari segala pengangkutan orang, barang-barang terutama
dengan otobus dan mobil gerobak,

be Melindungi semua jalan dan jembatan agar jangan dihancur-
kan atan dirusak dan pula jangan sampai susut melewati
batas dikarenakan kendaraankendaraan yang sangat berat.

Berlandaskan pada Undang-undang No., 3 tahun 1965 maks
kami kemukakan pengertian pasal-pasal yang menurut hemat ka-
ni adalah penting diketahui dalam arti tanpa mengurangi mak-
na pasal yang lain yaitu 3
8. Jalan adaleh setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbu-

 ka untek lalu lintas umum (pasal t ayat 1 sub, a)s

b. Penguasaan, pembuatan dan pemeliharaasn jalan adalash oleh
Pemerintah (pasal 13).

¢+ Dengan Peraturan Menteri ditetapkan kelas-kelas jalan,
rambu-ramba dan tanda-tanda jalan menurut kebutuhan per-
kembangan engkuten dan intensitas lalu lintas (passl 14 -
ayat 2).
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Pemakai jalan adalsh orang jalan keki, penunggang kuda,
penunggang sepeda, pengemudi becak, dilman, gerobak, pe-
nunggang kendarasan hermotor,

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerak-

kan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan
biasanya dipergunskan untuk perigangkuten orang atau barang
di jalah, Selain dari pada kendarsan yang berjalan diatas

. rel) (pasal 1 ayat 1 sub, b.).

L.

e

i.

Kendaraan bermotor harus diudji, kecuali dengan Peraturan
Pemerintah ditetapkan lain (pasal 11 ayat 1). ,
Maksud dari pengujian ini adalah untuk menjaga agar ken~
daraan bermotor tersebut tidak menunjukkan kekurangan-ke-
kurangan tehnis sehingga dapat menimbulkan bahaya.
Kendaraan yang wajib dinji terbatas pada kendaragn yang
berade di jalan.

Kendaraan yang berjalan diatas rel tidak dianggap sebagal
kendaraan sebagaimana dimaksudken dalem ketentuan Undange
undang ini (pasal 1 ayat 2).

Pengemudi adalah orang yanhg mengemudikan kendaraan atau
yang langsung mengawasi orang lain mengemudiken (pasal 1
ayat 1 sub, g.)e

Pengemudi yang mengemudiken sesuatu kendaraan dijalan H

-~ Harus dapat memperlihatkan surat izln mengemudi, surat
nomer kendaraan, surat coba kendaraan, surat uji kende-
raan atau tandag bukti lainnys yang berlaku ssbagaimang
diwajibkan menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang
ini. :

- Harus memenuhi seluruh ketentuan-ketentusn Undang-undang
ini tentang penomoran, penerangan, peralatan, susunan
perlengkapan, pemuatan dari kendaraannya dan syarat-sya-
rat penggandengan dengan kendaraan lain.

- Harus memenuhi semua peraturan bherdasarkan ketentuan
pasal 14.

- Harus mampu mengemudikan kendaraannys dengan wajar tanpa
dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu
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yang mengandung alkohol atau obat bius ataupun oleh hal=
hal lain (pasal 5).

Jje Pemililt atau kuasanya dan péngamudi dilarang memperkenan.
kan kendaraan bermotor dikemudikan oleh seorang yang tidak
memiliki Surat izin mengemudi (pasal 8).

ke Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan~ketentuan
uaum mengenai lalu-lintas di jalan yang memuat  tentang
berjalan dan berhenti, meminggir, penerangah, memberi
igyarat-isyarat peringatan, kecepatan maksimum,

1. Peraturan~-peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang te-
tap berlekn hingga diubah dengan peraturan-persturan ber=
dasarkan Undang-undang ini (pasal 36 Bab XVI Ketentuan Pe=
ralihan)o

Dalam kita memahemi per-Undang-undangan lalu lintas Jja-

lan dengan segala peraturan~peraturan pelaksanaannya  serta
ﬁaksud Pemerintah sebagaimana uralan diatas, menurut henat
kami tiada lain suatu ussha yang bersifat mencegah timbulnya
suatu peristiwa kecelaskasan yang dapat mengganggu ketenteraman
dan kerugian masyarakat disamping suatu usaha untuk memberi-
kan bimbingan, pengarahan serta pemeliharaan atas segala ke
giatan didalan lalu lintas jalan.
Namun dewasa ini suatu kenyataan sering terjadi suatu peris-
tiwa-periatiwa kecelakaan lalu lintas di jalan yang bahkan -
mengakibatkan luka-luka, Iluka-luka berat, matinya orang di-
samping kerugian-kerugian harta benda.

Adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan, pada umum
nya terjadi karenz tidak patuhnya para pemagkai jelan terhadap
per-Undang-tindangan dan peraturan-peraturan pelaksanaan 1lalu
lintas jalan disemping adanya faktor-faktor lain yang menye-
babkannya..

Berkenaan dengan hal diatas, kita perlu memahami pula
pasal=pasal yang pokok dari per-Undang-undangan lalu lintas
Jalen dan Peraturan Pemerintsh Lalu Lintas Jalan yang bisa di
rumuskan sebagai pelanggaran bagi para pemakai jalan, sehing-
ga memperoleh bashan gambaran dan pengertian desar hukum dari
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aparatur-aparatur pemerintah sebagai penegak hukum dalam me-
ngambil tindskan bilamana terjadi pelanggaran lalu lintas di
jalan. ‘

- Perumusan pasal-pasal pelanggaran yaitu antara lain 1
a. Undang-undang No. 3/1965.

Pasal 2 ayat 1 - menggunakan jalan dengan cara yang dapat
merintangi, berliku~liku sehingga membas~
hayaken kebebasan atau keamanan lalulin-
tas, atau kerusakan jalan/jembatan,

- Pasal 4 ayat 1 = lMenyelenggaralkan atau ikut serts dalam =
perlombasn atau pacuan di jalan tanpa i-
zin,

Pasal 5 a. = Tidak dapat memperlihatkan S.I.M.,, S.T.
NdK" SeTeUeKe yang Waho

* Pasal 5 b, - Tidak memenuhi syarat penerangan, pera-—
latan, perlengkapan dan pemuatane

Pasal €& ayat 1 - Tidak menghentikan kendaraan bilemena -
terjadi kecelakaan lalu lintas jalan dan
tidak memberi pertolongan.

Pasal 7 - Memiliki S.I.M. yang tidak memenuhi sya-
rat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pacal 8 ~ Yemberikan izin mengemudikan kendarasn
bermotor kepada orang lain yang tidak me
miliki S.I.M. i

Pasal 10 - Tidak memakai plat nomor atau plat nomor
Pasal 18 - Tidak memiliki izin bagi pengusaha mobil
bus umum,

Ancaman pidana bagi pelanggaran-pelanggaren tersebut di.
atas adalah pidana kurungan selama=lamanya 3 bulan atau
denda sebanyake=banyaknya Rp. 10,000,

b. P‘ P. IJI .
Pasal 2 (1) a. - Berjalan disebelah kanan jalan lalu lin-
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tas tanpa alasan yang syah,

Pasal 2 (1) bs = Berhenti dijalan lalu lintas sedangken
- magih ada tempat lain diluarnya.

Pasal 2 (1) c. = Berhenti dibelokan, persimpangan, jem-
batan..

Pasal 2 (1) d. = Melanggar tandas pesawat lalu lintas,
Pasal 2 (1) e. = Melanggar garis tanda berhenti.

Pasal 2 (1) h, — Berhenti tidak cukup kekiri untuk dili-
wati kendarsan lain,

Pasal 3 - Tidak cukup kekiri waktu berpapasan/di-
liwati atau tidak cukup kekanan sewaktu
didshuloi kendarasn lain.

Pasal 4 (1) -~ Tidak memberi voorrang pada kendaraan
tertentu menurut U.U.IL.

Pasal 8 (2) a. - Melanggar tanda larangan masuk yeng te-
lah ditetapkan waktunya.

Pasal 8 (2) b. = Melanggar larangan parkir dan berhenti.
Pasal 8 (2) c. « Melanggar tanda larangan memutar arah.

Pasal 8 (2) d. - Melanggar tanda larangan melewati/memo-
tong kendaraan lain.

Pasal 8 (2) e. — Melanggar tanda larangan masuk.

Pasal 8 (2) g. = Melanggar penggunaan jalur jalan yang
tidak diperuntukkan baginya.
Pasal 8 (2) i. - Melanggar tanda larangan membelok kanan.

Pasal 11 (4) a.~ Menimbulkan bahaya, gangguan, rintangan
karena gaduh, asap / bahan lain.

Pasal 11 (4) b.- Henjalankan kendaraan sehingge tidak dg-
pat menguasainyae. ‘

Pasal 11 (4) c.~ Meningzalkan kendaraan yang masih hidup
mesinnya. '

Pasal 32 (4) - Melanggar izin muat yang telah ditetap~
kan,
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Pasal 33 (a). - Menaikkan dan menurunksn penumpang sebelum
kendaraan berhenti.

Pasal 48 (1)& - SoTnN;K&, SeTeTeKe habis magaga berlak‘u-nyag

~ Pasal 49 e SQTQN.K.’ SDTQ‘TQKQ rusak Sehingga tidak
terbaca. .
Pasal 65 - S.X.M. habis masa berlakunya atan rusak

sehingga tak terbaoa.

Pasal 84 (3}« - Melanggar tempat-tempat pemberhentian, mee
naikkan atau menurunkaen venumpang yang te-
lah ditetapkan.

Demikign sekedar uraian kemi tentang pengertian hukum pa-
sal 359 KUHP dalam hubungannya dengan perundang~undangan -
lalu lintas jalan, yang mana menurut hemat kami dapat di-
gimpulkan bahws untuk membaktikan adanya suatu perbuatan -
kejahatan sebagaimana tercantum dzlam pasal 359 KUHP dalam
hubungannys dengan kecelakaan lalu lintas jalan maka harus
dipenuhi unsur=unsur yang ada yaitu adanya seseorang kare-
na koalpaannya melakukan perbustan pelanggaran menurat ke-

tentuan dalam U.U.L. dan atan P.P.l. yang menimbulkan aki-’

bat matinya orang lain.

Dalam bab berikutnya gken kami uraikan gejala-gejala
dalam magyarakat yang menurut hemat kemi adalah suatu moO-
tif atau faktor yang perlu diperhatikaen dan dipahami sehti-
bungan dengan peristiws-peristiwa kecelakaan lalu lintas -
di jalan yang makin meningkat, sehingga dengen demikian da
pat digunakan sebagai bahan analisa untuk berussha menang-
gulangi, mengurangi dan mencegah peristiwa-peristiwa yang
mungkin timbul.

Skripsi PENINJAUAN PASAL 359 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ...

SURYADI



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

—20—

BAB~ III

GEJALA MASYARAKAT

Ssjalan dengan pertumbuhan den perksmbangan kota, teru~

tama dalam alam pembangunan dewasa ini, dimana kemajuan tehe
nologl sangat pesatnya, maka persoalan kecelakaan lalt lin-
tas jalan adaleh merupakan suatu persocalan yang yerlu di-
tanggapi secara khusus.
Demikian pula negara kita yang termasuk dalam kelompok nsga~
ra-negara yang sedeng berkembang, masalah kecelakaan 1lalu
lintas jalan selalu menimbulken problem baik lokal mzupun
regional, bahkan bisa menjadi masalah nasional.

Kita maklumi bahwa daersh Jawa Timur umumnya dan daergh
Rotamadya Surabaya khususnya sebagal ibu kota propinsi Jawa
Timur tiada lepas pula dari tantangan berat problema-proble-
ma kecelakaan lalu lintas 4i jalan.

Oleh karena itu dalam bab ini kami berusaha mengemuicge
kan beberapa aspek yang msnurut hemat kami adalsh sangat
erat dengan problema~-problema kecelakaan lalu lintaa di j;-
lan yang mana akan kami urgikan dan himpun data-data, situa~
si/keadaan serta pernilaian masaleh-masalah yang ada dalam
masyarakat,

A. Pakta~fakta kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Dalam berusahs menghimpun data~data kecelskaan Lalu
Lintas Jalan ini kami telah memperoleh izin kesempatan -
dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, dimans me-
nurut catatan bahwa selama periode Januari sampai dengan
Juni 1972 jumlah kecelakasn lalu lintas jelan/traffic ac~
cident di Jawa Timur telah menunjukkan angka 2.509 perka~
ra kecelakaan lalu lintas/pelanggaran lalu lintas,

.Dalam perkara kecelakaan lalu lintas terdapat korban
jiwa, raga serta kerugian harta benda, yang perinciannya
adalah sebagail berikut :

a.moninggalduniao--.oco.ooooc 304 Ora.ng.
bol}ﬂka-llﬂ(aberat............. 6540rango
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c. Il'uka-luka I‘ingan L * o o v o . * * ® [ ] [ ] 1.853 Orangs
d, Kerugian materiil . . . « . « « « « . Rpe 17.290.,163,75.

Dari jumlah tersebut diatas, kota Surabaya adalah pe~
geng paranan karena angka kecelakaan lslu lintas yang ter-
tinggl adalah dikota Surabaya yaitu sejumlah 1.344 peristi-
wa 'dengan perincian sebagai berikut ':

a. Heninggal dunia .. « 4 & & a8 & ° o ¢ » o a4 = 106 Orang-
b. Tuka~lika Derat « « ¢ o =« ¢« s ¢« ¢ o o « « ¢« 417 orang.
Co LUKE TINZEN ¢ ¢ + ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 2 o o » o » » 1.034 Orang.

d. Kerugia.n materiil . . . ¢ ¢ 4 2 e & o o Rpoﬁ.‘SS.Gm'-—

Dalam jumleh kecelakaan yang menimbtulkan kematian mne-
nurut tanda pada papan daftar yang terpancang ditiap-tiap -
jalan perempatan menurut pengetahuan kami malahan telah ber
tambah sehingga berjumlah 190 orang per 4 Desember 1972.

Pada tahun 1971 jumlsh korban kematian akibat kecela-
kaan lalu lintas di Surabaya adalah 163 orang.

Dengan melihat data-data tersebut diatas, maka nampak
jelas bahwa masalah kecelakaan lalu lintas mekin meningkat

- dan oleh karenanya menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh

lapisan magyarskat disamping aparatur-gparatur pemerintah -
yang ada untuk ikut serta menanganinya. Sebab bilamana kita
membiarkannya akan sering timbul kecelskaan lala lintas,
yang berarti pula membiarkan jiwa manusia melayang atau cam-
cad raga. Dan bila terus saja dibiarkan sama artinya membu
nuh atau menéacadkan orang secara tidak langsung.

Perkembangan tehnik alat angkutan dan jalan raya.

Problema lalu lintas d1 jelan kita maklumi adalah +ti-
dak hanya disebabkan oleh adanya kendarsan bermotor, tetapi
juga macamemacam kendaraan sebagal alat angkutan seperti -
halnya sepeda, dokar, becak, trem (kereta api).

Dizamping itu masalah keadaan jolan sebagai sarana fisik di
dalam lalu lintas adalah pula merupakan suatu rangkaian ke
adaan yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungannya dengan
peninjauan problema kecelakaan lalu lintas.

' ] '
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' Kita maklumi bahwa dewasa ini dirasakan kurang adanya
keseimbangan antars sarena-sarans lalu lintas yang ada dew
ngan jumlah kendarasan yang makin lema makin meningkat, yang
mengakidatkan bertambah meningkatnya volume dan frekwensi -~
lalu lintas. "

Dan suat® kenyataan bahwa meningkatnya volume dan fre-
kwensi lalu lintas mengakibatkan pula meningkatnya volume -
dan frekwensi perkara-perkara pelanggaran dan kecelakaan -
lalu lintas. : ' S )

" Sehubungan dengan perkembangan sosial ekonomi telah
membawa pule perkembangan tehnik alat angkuten yang lebih
pesat,

Keadaan jalan raya pada waktu ini nampek belum mampz meng-
imbangl perkembangan alat-alat angkutan.

Keadsan jolan dewasa inl perkembangsnnya masih  dalam
batas pemeliharaan serta peningkatan daya tahan, dengan Qi
sane-sini diadakan pelebaran-pelebaran. Namun usaha terse~
but adalah masih jauh belum mengimbangi perkembangan alat -
angkutan sehingga timbullah penumpukan alat-alat angkutan -
dalar lalu lintas karena sempitnya jelan dan sebagainya.

Pemarintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Perhubungan te-
1lah mengelusrkan suatu Surat Keputusan Bersams yang menurut
hemat kaml maksudnya adalah pula mengatur tentang usaha un-
tuk membuat keseimbangan antara kekuatan jalen yang ada de-
ngan kemajuan tehnologli kendareaan,

Surat Keputusan Bersama tersebut berbunyl sebagai ber—
ikut ' . :
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN TENAGA LISTRIK, MENTERY -PERHUBUNGAN

No.t 104 Tahun 1972
No.: 204/Epta/1-1972
No.t SK=-354/U/1972

TENTANG
PENETAPAN KELAS-KELAS JALAN
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MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN TENAGA LISTRIK, MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang 3 a. bahwa dewasa ini sebagian jalan-jalan raya

Mengihgat H

Menetapkan:

Portamn

Kadua

Ketiga

Keempat

Skripsi

L]

di Jawa telah dapat ditingkatkan daya ta~
hannysg 3

b. bahwa perlu meninjau kembali kelas-kelas
jalan yang ada di Jewa untuk  disesuaikan
dengan perkembangan ekonomi dan tehnologi
kendaraan.

c. bahwa terdapat jalan raya yang belum dite-
tapkan kelasnya.

1. Undang-undang No.3 tahun 1965 {Lembaran -
Negara Tehun 1965 No. 25) tentang Ialu
Lintas dan Angkutan Jalan Raya, khususnya
pasal 14 ayat 2.

2. Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah La-
lu Lintas Jalaen. :

3. Surat Keputusan Presiden R.I. No.183 Tghun
1968 tentang Pembentukan Ksbinet Pembangu-~
nan.

MEMUTUSKARN ¢

Kelas=kelas baru bagi jalan Negara di Jawa
sebagaimana tertera dalam daftar dan peta
terlampir.

Kelap-kelas bagi jalan-jalan lainnya sebagai-
mans terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang
berlaku.

Agar masyarskat umum mengetahuinya, surat ke
putusan ini diumumkan didalam Lembaran Negara.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai -
tanggal ditetapkarn.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Juli 1972
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' MENTERI PEKERJAAN ,
MENTERI DALAIY NEGERI UMUM DAN TENAGA MENTLRI PERHUBUNGAN

LISTRIK
tertanda tertanda tertandg

AMIR MACHMUD Ir, SUTAMI Drg. FRANS SEDA

PEMBUSAN dikirimkan kepada Yth. 3

t. Para lUenteri Kabinet Pembangunan.

2. Ketua D,P.R.

3+ Kejaksaan Agung R.I.

4, Mahkemgh Agung R.I.

5« Kepala Kepolisian R.I.

6+« Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan.

7. Dirjen Perhubungan Darat.

8. Dirjen dalam lingkungan Departemen Perhubungan.
9. Inspektur Jendersl Departemen Perhubungan.

10. Direktur Jenderal P,U.0.D.

11. Gubernur/Kepala Daerah seluruh Indonesia.

12. Kepala Direktorat Ialu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

di Jakarta.

Sebagaimana tersebut punt pertama perihal daefter dan peta
tidak kami kutip disini.

SURAT XEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI ZEKERJAAN ULIUXA
DAN TENAGA LISTRIK, MENTERI FER{UBUNGAN

Noe.: 105 Tehun 1972
No.s 205/Kpts./1972
No.s Ske355/V./1972

TENTANG
PENERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

A g e B M-S 3-SR

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
TENAGA LISTRIK, MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang : a. bahwa perkembangan sosial dan ekonomi telah
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Mengingat 3 1.
' 2.
3.

4,
Se

6.
Mengingat

pula 3 1.

2.
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terbukti membawa perkembangan lalu lintas
dan angkutan jalan raya ;

bahwa pada waktu ini kemampuan jalan-jalan
raya belum seluruhnya dapat mengimbangi
perkembangan slat-alat angkutan ;

bahwa pada akhiregkhir ini telah terjadi
proses pengrusskan jalan-jalan yang sema-
kin membahayakan kelangsungan kehidupan
ekonomi, yang terutama diakibatkan oleh
alat-alat angkutan berukuran berat ;

bahwa untuk mencegah ekses-ekses yang ku-
rang mengantungken bagi pembangunen dan
kehidupan ekonomi, dipandang perlu segera
nengambil tindekan-tindakan pengamanan j

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1958 ;
Undang-undang No,3 Tahun 1965 3

Ketetapan lajelis Permugyawaratan Rakyat -
Sementara No,21 Tahun 1966 ;

Keputusan Presiden R.I. No.183 Tahun 1968;
Keputusan Presiden R.I. No. 4t Tabhun 1972
tentang Team Penertiban Ialu Lintas Angkut-
an Jalan Raya

Surat Keputusan Berssma Menteri Dalam New.
geri, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga
Listrik dan Menteri Perhubungan No. 104
Tahun 1972, No.204/Kpts/1972 dan No.S.K.354
/U/1972 tentang Penetapan Kelas-kelas Jalan.

Instruksi Presiden R.I. dalam rapat tanggal
3 Mei 1972 di Bina Graha tentang pembatasan
muatan sumbun terberat kendarasn bermotor
dengan 5 ton ;

Rekomendasi Team Penertiban Lalu Lintas
Angkutan Jalan Raya pada tanggal 25 Mei -~
1972 3

MEMUTUSKAN 3
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Kenetapkan @

Pertama : Wobil-mobil barang (truck) yang diperbolehkan
beroperasi dijalan~jalan raya maksimwn mempus
nyai G.V.W. (Gross Vehcle Werght) 9.000 (=sembi-
lan ribu) kg., baik menurut penetapan pabrik -
maupun yang telah disesuaikan dengen itu: dan -
maksimum berat kendaraan ditambah muatan, men—
jadi 8,000 (delapan ribu) kilogram.

Kedua

as

1. Pada prinsipnya setiap kendaraan bermotor
hanya diperbolehkan melalui sesuatu Jalan
gesuai dengankelas jalan, sebagaimana ter—
cantum dalam Pasal 97 ayat.(2) Peraturan Pe-
merintah Ialu Lintas Jalan.

2. Khusus untuk jalan-jalan kelas IX (dua) Qi
perbolehkan dilalui mobilemobil barang(truck)
yang mempunyal berat kendaraan ditambah mu-
atan tidak melebihi 8,000 (delapan ribu) ki
logram,

Kegita 3 lMobil-mobil barang (truck) dengan G.V,W, 7.200
(tujuh ribu dua ratus) kilogram ssmpai dengan
9,000 (sembilan ribu) kilogrem hanya diperbo-
lehkan beroperasi pada jalan-jalan kelas IX
(dua) dan kelas I (=satu).

Keempat 3 1., Gubernur/Kepala Daerah berwenang dan bertang-
gung jawab atas pasalepasal tersebut diatas
delam pelaksanaan penertiban lalu lintas dan
angkutan jalan raya di daerah masing-masing.

2. Dalam pelaksanasn Surat Keputusan Bersama
ini perlu diperhatiken agar supaya tidak
menghambat kehidupan ekonomi dan menyesuai-
kan diri dengan batas-~batas kemampuan pem-
biayaan yang ada serta mencegah timbulnya
persoalan-persoalan baru gecara berlebihan,

Kelima : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tang-
gal ditetapkan.-~
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Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal s 8§ Juli 1972
MENTERT DALAM NEGERI HENTERI PEKERJAAN UMUK
DAN TENAGA LISTRIK,
tertanda ' tertanda
AMIR MACHMUD Ir. SUTAMI

MENTERI PERHUBUNGAN
tertanda

FRANS SEDA Drs. Ekon.

TEMBUSAN dikirim kepada @

1. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan.

2. Kejaksaan Agung R.I. |

3. Mahkamah Agung R.I.

4. Kepala Kepolisian R.I.

5. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungen.

6. Direktur Jenderal Perhubungan Parat.

T. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Perhubungan.

8. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan.

9. Gubernur / Kepala Daerah seluruh Indonesia.

10. Kepala Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
di Jakarta.

11. Kepala Biro Sekretariat Departemen Perhubungan ( 3 x ).
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0. Perkembangan, pertumbuhan penerasi muda.

Suatu peristiwa kecelakzan lalu lintas yang sering
terjadi pada umumnys dilakukan oleh para pemuda, dan bah-
kan orang awam mengatakan bzhwa para pemuda sebagal pema~
kai jalan menunjukkan sikap sebagai raja jalanan.

Dalam uraisn inli kami berusaha untuk mengemukakan
beberapa hal yang menurut hemat kami merupzkan faktor
yang membawa dan mendorong para generasi muda keareh ber-
buat sesuatu yang dapat menimbulkan keg¢elakasn lalu line
tas,

Didalam kita mempelajari Kriminologi antara lain Qi-
uraikan tentang hubungan kejahatan dengan masa-maga kehi-
dupan seseorang.

Mass-mass kehidupan seseorang diuraikan sebagai be-
rikut @

a: lasa ansk-angk (umur 0 = 13 tahun).
Yereka ini hidupnyz masih dilingkungan keluarga dan
unmumnya bersekolah.

b. Vasa adulisensia (umur 13 - 18 tahun).
Mereks ini masilh hidup didalam lingkungan orang tua.
Masa ini mengalami perobahan jiwa dan badanigh kearah
kedewasaan,.

¢i Tahun pertama kedewasaan (18 = 30 tahun).
Mereka ini mengalami keadasn jasmani yang cukup, tapi
kekuatan rokhani masih kurang.

d. Kedewasaan yang mtang (umur 35 - 55 tahun).
Jasmaninya yang eukup dan kekustan rokhani yang cukup
besar pula.

e. Masa tua (unmur 55 tahun dan seterusnya).
Kekuatan jasmani mulai mundur dengan pesat.

Sehubungan uraian diatas, skan kami tinjau khususnya
masa adulisensig (umur 13 = 18 tahun) yang menurut hemat
kami ada rangkaian yang erat, dengan pelaku peristiwa ke
celakaan yang sering terjadi yaitu para pemuda umar be-
lasan tahun.
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Pada mass ini menunjukkan sifat-sifat agresif yang maw-
kin menonjol. .
Mereka yang sudsh bekerjs dalem masyarakat, dituntut agar
mempunyai perasaan tanggung jawab dan $ingksh laku sebagai
orang dewasa, tetapl sesungguhnya keadaan jasmani dan rokhae
ni belum mampu untuk bertindak sebagai dewasa. Akhiriya ter-
jadi pertentangan~pertentangan dalam batinnya.
Masa kehidupan seseorang pada taraf ini belum bisa membayang
kan akibat dari pada perbuatan-perbustan yang jelek.
Sifat agresif yang menonjol didorong oleh kesadaran dirinya
punya kekuatan jasmani yang cukup besar,

Dalam hal ini Dr. T.C.Willet dalam bukunya "Criminal On
The Road" {Petikan 13) mengateken antara lain 3
Betapapun jalan-jalan dan kendaraan-kendaraan dibuat lebih
aman, namun angka kecelakaan tidak asken menurun secara radi-
kal selama keadaan jiwa sipengendara tidak turut dipersoal-
kan.- .

Sifat egresif memang merupakan instenct yang primgir
dari manugia, mnaka tidaklah mengherankan bahwa seseorang
yang jiwanya tertekan, secara berbahaya altan melampiaskan -
naluiinya yang agresif ini jika ia mengendarai kendaraan.
Kendarasn adalah suatu lingkungan yang cocok untuk timbulnya
sifet agresif pada seseorang.

Disini seseorang merasa bisa merajai segala sesustu tanpa 4i
gugat orang.

Sifat agresif ini aken menjadi lebih berbshaya lagi jie=
ka orang yang ada disampingnya pengendara itu malah  turut
merangsang hal ini.

Jika sipengendara dikritik tentang cara-cars ia mengemudikan
mobilnys, maka Se-0lah=olah orang yang dikritik itu merasa
menunjuk kejentanannya dan mau menunjukkan sifat jagoannya.

Petikan 13.: Paper Masalah Traffic Accident oleh Kepala Ke-
jaksaan Tinggi Jawa Timur yang diucapkan pada
Seminar Kecelskasan Lalu Lintas di Surabaya tgl.
2 = 4 Agustus 1972,
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Dalam majalah "The American Journal of Psychiatri®
orang psychiater bernama Nicholi menulis mengenai "pee
nyakit kejiwaan" yeng kini banyak menghinggapi angk-anak
muda yang suka ngebut dengan sepeda motornya yang dinae-
makan "The motor cycle Sync rome" (Kegilaan sepeda motor)
-~ idem petikan 13, o
Unmumnya gejala-gejala yang nempak ialah biérpun tidak se-
dang mengendarai sepeda motor, sipenderita akan  selalq
bermimpi, mengigau dan membayangkan menaiki Sepeda motor,
Para penderita ini merasa tidak ada artinya tanpa sepeda-

. -motor kesayangannya. }
Tenpa sepeda motor sikap mereka adelsh pasif, apatis dan
acuh tak acuh, :
Sebazai pelarian ia berbuat se-enaknya, ber-mabuk-mabukan
dan lalu ngebut menaiki sepeda motornya untule mengatasi
rasa ketidak tenteraman dalam dirinya. A
Para penderita ini Jarang yang secara sadar atau tidak
merasaken takut kepada kematian atau cacad badanigh,
Mereka sen -aja ngebut untuk memuaskan fantasi dan doronge
an lainnys yang membakar dirinya.

D, Kesadaran hukum masysrakabt atas bahayanya lalu lintas ja-
lan.

Kesadaran hultum masyarakat menurut hemat kami adalah
mempunyai peranan dan pengaruh yang merupakati salah satu
faktor yang tidak dapat diabaikan dalam hubungan timbuil-
nya kecelakaan lalu lintas &i jalan.

Sebegaimana dikemukekan oleh Enrico Ferri dan pula
oleh Parl IMoedikdo lMoeliono SH. didalam membzhas ajaran
gsebab musabab Kejahatan {Petikan 14) menyatakan sebagai
berikut

Petikan 14,: Buku Doktrine-doktrine Kriminologi disusun oleh
SOEDJONO D, SH. dan Drs.B.SIMANDJUNTAK - pener—
bit Alumni Bandung (halaman 126, 192 - 197).
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- Menurut Enrico Ferri, faktor yang menimbulkan kejahatan
terdiri dari tige kelompok yaitu individu, phisical dan
sosial.

Tiap kejahatan adelah hasil daripada unsur-unsur terdapat
didalam individu, masyarakat dan keadaan fisik.

-~ Dalam pembahasan ajaran sebab musabab kejahatan menurut
penggolongan Paul Moedikdo loeliono SH. yang tersebut da-
‘lam golongan saleh Lingkungan menerangkan bahwa bukan bge
kat yang menyebabken kejahatan, melainkan lingkungan,
Semboyan yang dikemukalkan adalah Dunia adalah lebih berw.
tanggung jawab terhadap bagaimana Jjadinya saya daripada
diri saya sendiri.

Dengan uraian diatas maka faktor lingkungan sebagail
pergaulan hidup dalam masyarakat menunjukkan adanyes peranan
didalam segala peristiwa khususnya dalam pembshasan ini
adalah kecelakaan lalu lintas di jalan,

Xita sadari bahwa tertib lalu lintas tidak hanya berarti
tunduk mematuhi peraturan-peratursn lalu lintas saja, fe=
tapi juga menghormati dan menghayati delam dirinya etika,
norma=norma kesopanan dalam lalu lintas.

Memang dalam menegakkan tertib lalu lintas tunduk mematuhi
peraturabn=peraturan lalu lintas adelah merupakan faktor
utama, tetapi hasilnya akan lebih serasi apabila kita
menghayati etika, norma=-norma kesopanan.

Sekarang bilamana kita tinjau kesadaran hukum dari ma-
gyarakat atas bahayanya lalu lintas di jalan menunjukkan
bahwa masyarakat masih kurang kesadarannya akan arti penting
nya tertib lalu lintas. Hal mana dapat kita lihat diesana-
sini masih adanya anggauta masyarskat berkelakuan tidak pa-
da tempatnya;

Contoh : Telah ada jembatan penyeberangan jalan., Namun
mereka tidak mau melewati jembatan tersebut untuk menyebe-
rang, malahan menaiki pagar yang tertutup untuk menyeberang.
Telah disediskan garis-garis (zebra croos) untuk penyebe-
rangen pada jalan-jalan tertentu. Tapli masih banyek kita
lihat pula menyeberang jalan menurut kesenangan sendiri,
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Malahan ada sebagian pemakai jalan dengan bersikap acuh tak
acuh terhadap tertib lalu lintas dengan secara ugel-ugalan
mengendaral kendaraannya dengan cepat di tempat-tempat yang
cukup ramai.

Menurut hemat komi semus hal diatas adalah disamping
kurang memahami arti pentingnya tertidb lalu 1lintas, jugs
menunjukkan ketidak sopanan didalam kehidupan masyarskat.

Sehingga dengan demikian berarti pula kurang memahami
arti bghayanya lala lintas di jalan.
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BAB-1IV

PELAKSANAAN HUKUM

Dalam suatu negara hukum seperti halnya negara kita, ma=
ka setiap peri kehidupan adalah selalu didasarkan hukum yang
berlaku, i
Setiap warga negera Indonesia, demikian pula setiap orang
yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib
menghormati dan mematuhi segala peraturan-peraturan hukum
yang berlaku dissmping hak-hak yang diperolehnya, kecuali di-
tentukan lain menurut ketentuan-ketentuan yang ada.
Pemerintah berkewajiban untuk mengatur, mengawasl dan melake
sanakan hualkum yang berlaku.
0leh karensnya pada pembahasan skripsi ini kirenygs perlu die
tinjau dan diketahui aparatur-aparatur pemeriniah, badan~ba=
dan yeng dibentuk oleh mamyarakat, demikisn pula peralatan=
peralatan yang digunakan serta tindakan hukum . apa yang di=
lakultan dalam bentuk putusan-putusan Pengadilan dalam rangka
melaksanakan hukum, khususnya terhadap masgleh-wmacalah yang
berhnbungan dengan tertib lalu lintas dengan peristiwa~-poris-
tiwa yang tinbul,

Sebagaimana Iita moklumi bahwa pemerintah dengan apara=
tur-aparatur yang ada pada prinsipnya berkewajiben untuk ne-
ngatur mengawasi pelaksanaan hukum yang berlaku khusuasnya da-
" lam tertib lalu lintas untuk mencegah segala kemungkinan ba
heya yeng akan timbul, Tugas ini manurut istilah hukum dise-
but tugas yang bersifat priventif,

Bagaimanapun juga suatu tindakan dan usaha yang bersifat

preventif adalah jauh lebih baeik dan bermanfaat daripada tine
dakan yang bersifat represif,
Namun suatu kewajiban yang tidak boleh dihindari oleh apara-
tur pemerintah yang berwenang untuk mengambil tindekan hukum
bllamana terjadi pelunggaran hukum, yang mana adalah merupa-
kan suatu tugas yeng versifat represif,

A. Tenage dan alat pengamanan lalu lintas jalan.
Aparatur-aparatur Pemerintah dan badan-badan yang
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tarbentuk dalam masyarakat yang berhubungan erat dengan masae
lah-masalah tertib lalu lintas agntera lain adalah sebagai be-
rikut

. POIRI, khususnya adalah seksi Lalu Lintas yang umum dise~
but POLANTAS,
Pugas dari Polantas ini pada garis besarnya adalah menga-
tur, mengawasl dan mengusut pelanggaran lalu lintas Jalan,
POLRI/POLANTAS adalah aparatur Pemerintah yang langsung -
menangani tertib lalu lintas. Oleh kareranya adalah wajib
bagi petugas Polantas untuk memghaml benar-benar isi per-
undang-undangan, peraturan~peraturan lalu lintas,

2. Dinas Lalu lintas Jalan Raya.
Tugas dari DLLDR ini nampek yang menonjol adalah antara -
lain pengaturan dan pemberian izin trayek, melaksanakan Ue
ji kendarsan, pengawesan tentang tonage pemuatan barang -
serta mengambil tindakasn hukum bagi para pelanggar mente
rut ketentuan hukum serta wewenang yang ada.

J. Kejaksean dan Pengadilan.

Tugas dua instansi ini nampak yang menonjol adalah bersi-
fat represif yaitu satelah ada pelanggaran hukom, masing -
masing instansl terssbut menurut prosedure hukum yang ber
laku mengadakan penuntutan dan mengadili perkars-perkara -
yang timbul,

Demikisn halnya dalam perkara-perkars yang sSehubungan dee
ngan kecelakaan lanlu lintas., Namun dua instansi terssesbut
tiada lepas pula turut serta dalam segala uaaha yang berw
sifat preventif dalam rangks pengamanan lalu lintas jalan.

4. Barisan Keamanan lalu Lintas (BELL) dan Hansip/Wenra bagi-
an Lalu Lintas.
Suatu tanggapan positil dari masyaraket dalam rangka mem-
bantu terwujudnya tertib lalu lintas terbentuknya vadan-
badan sebagaimana diatas baik hal tersebut atas inisiatif
POLRI ataupun masyasrakat sendiri,
Anggauta-enggauta dari badan ita fterlebih dahulu telah
mendapatkan didiken dari POLRI khususnya psrihal per-Un-
dang-andangen sertc peraturan-peraturan lalu lintas.
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5. Badan Pelaksans Penanggulangan Kecelakaan dan Penertiban
Lalu Lintas Jawa Timur.
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur menanggapi keadaan
kecelakean Lalu Lintas yang meningkat diwilayah Jawa Timur
telah beruscha untuk mengadakan penertidan, pelancarsan dan
pengamansn dari segala macam kecelakaan.
Dalam rangke usaba kearah tersebut diatas, deml adanya
suatu koordinasi, integrasi, syncronisasi dan intensiri--
kasi, mska Gubernur Kepala Dgerak Propinsi Jaws Timur ber-
sama Kepala Daerah Kepolisian X Jawa Timur dengan surat
Keputusan Bersama telash membentuk suatu baden yang disebut
Badan Pelsksana Penanggulangan Kecelaokaan Dan Panertiban -~
Lalu Lintag Jawa Timur, disingkat BAPPKEPALL JATIM.

Unsur-unsur yang termasuk dalam keanggautaan badan o
tersebut meliputi POIRI Jawa Timur, Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Raya Propinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan -
Unum Propinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa -
Timur, Organda Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Jawa Timur,
Kejaksaan Tinggl Jawa Timur, Jawatan Porerangsn R.I. Pro-
pingi Jawa Timur, Pemerinteh Daerah Propinsi Jawa Timur,
POMDAYM VIII/Brawijaya, Den POM Daeral IV, POMAU Kodau IV,

Tugss pokok daripada BAPPKEPALL iri meliputi jargka -
pendek dan jangka panjang.
Maks untuk lebih memahami bersama int kemi kutipkan Surat
Keputusan Bersama tersebut.

SURAT KEPUTUSAN BERSAIMA
GUBERNU‘? KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TTUUR
DAN
KBPALA DAERAH KEPOLISIAN X JAWA TIMUR

Nomer ; Lem 601 JR

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENANGGULANGAN KECELAKAAN
DAN PENERTIBAN LATLU LINTAS JAWA TIMUR
( BAPPKEPALI-JATIM )

.-'-«- P

:MIU
\ P“p\,uu VE

<
»

[

3
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GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TILUR

. DAR

KEPALA DAERAH KEPOLISIAN X JAWA TIMUR

Memparhatikan : Hasil Seminar Kecelakaan Lalu. lLintas yang di-

Menimbang

Mengingat

Mendengar

Menetapkan
PERTAMA

Skripsi

adakan 41 Surabaya pada tanggal 2 sampai de-
ngan 4 Agustus 1972,

: 1. Bahwa oleh karena sampal pada dewasa ini -

kecelakasn Lalu Lintas 4&i Jawa Timur me-
nunjukkan angke-angka yang meningkat o
hingga perlu segera diadakan usahgs-usaha
untuk pencegahan atau sedikitnya pengurang
an adanya bashaya kecelakaan dimsksud, baik
gecara preventif dan represif maupun ber-
gifat membina ;

2. Bahwa untuk merencanakan serta melaksana-
kan usaha-usaha dimakcsud pada sub 1 dia=-
tas, perlu segera diadakan penertiban yang
menyangkut bideng Lalu Lintas dalam' semua
segi yang mempengaruhinya, dengan memben-
tuk sebuah Badan Pelaksana Penanggulangan
Kecelakaan dan Penertiban Lalu Lintas Jawa
Tnur untuok wilayah Jawa Timur,

1. Undang=undang No.18 tahun 1965 yo Undang=
undang No.6 tahun 1969 ; .

2, Undang=undang No.13 tahun 1961, tentang
Tugas-tugas Pokok Kepolisian R.I. 3

3. Undang=-undang No.3 tahun 1963, tentang La-
lu Lintas dan Angkutan Jalan Reya.

Saran-saran dari beberapa instansi yang ber-
sangkutan dalan rapat yang diadskan pada
tanggal 11 September 1972,

MENUTUSKAN :

Membentuk sustu Badan Kerja Sama dengan nama
* BADAN PELAKSANA PENANGGULANGAN KECELAKAAN
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DAN PENERTIBAR LALU LINTAS JAWA TIKUR ¥ disingkat
BAPPKEPALL JATIM, berkedudukan di Surabaya,dengan
susunan sebagai tercantum dalam lampiran I Surat
Keputusan ini.

KEDUA ¢ Memberikan tugas pokok kepads Badan dimsksud pada
diktum “Pertame", sebagaimana tercantum dalam lam
piren II Surat Keputusan ini,

KETIGA &t Memberikan wewenang kepada Badan dimaksud pada =
diktum "Pertama" dalam melaksanakan tugas dengan
sebaik~balknya untul @

a. Minta laporan~laporan dari instansi yang Dber-
sangkutan dengan pelaksanaannya (tugas lalu -
1intas) |

b, Menghubungi instansi/pe;]abat sipil maupun mi-
liter dalam rangke mengumpulkan bahan-bzhan
dan -data-data yang diperlukan untuk pelsksange
an tugasnhya.

KBEMPAT ¢ Badan dimaksud pada diktum "Pertama® bertanggung
jawab kepada Gubernur Kepala Daersh Propinsi Jawa
Timur dan Kepala Daerah Kepolisian X Jawa Timur.

KELIMA ¢ Segala pembiayasn Badan dimaksud pada diktum
"Partama® berupa biaya rapat-rapat, bisya admi.
nistrasi dan biaya pelaksanaan tugas lainnya, di-
peroleh dari : )

a. Pemerintah Daersh Propinsgi Jawa Timur ;.

b. Komando Daerah Kepolisian X Jawa Timur ;

¢. Instansi-instansi yang bersangkutan dan yang -
berkepentingan ;

d. Dana~dsna dan sumbangan yang sah.

KEENAY 3 Surat Xeputusan Bersama ini berlaku mulai tanggal
ditetapkannya.=

Ditetapkan di s Surabaya
pada tanggal 23 September 1972,
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KEPALA DAERAH XEPOLISIAN X GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA TIMUR, PROPINST JAWA TIMUR,
tertanda . tertanda

s S. SAMSOERI MERTOJOSO E ( MOHAMUAD NWOER ).
nepectur Jende 5 ' =

SALINAN Surat Xeputusan ini disampaikan kepada Yth. @

1. ¥enteri Dalam Negeri Aai Jakarta.

2, Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima ABRI di Jakarta.

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.

4. Jaksa Agung 41 Jakarta.

5, Mahkamah Agung di Jaksria,

6. Menteri Kesehatan di Jakarta.

7. Henteri Penerangan di Jakarta,

8, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga IListrik di Jakarta.

9. Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta.

10. Kepala Staf Angkatan Laut d4i Jakarta.

11. Kepala Staf Angkatan Udara di Jakartae.

12. Panglima Komando Wilayah Pertahanan II Jawa~Madura d4i
Jakartae.

13. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

14. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

15. Panglima Daergh Militer VIII Brewijaya di lalang.

16. Panglima Daerah Angkatan Laut IV di Surabaya.

17. Panglima Komando Dasrah Angkaten Udara IV di Surabaya.

18. Kepala Jawatan Penerangan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

19, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

20, Kepala Dinas lLala Lintas dan Angkutan Jelen Reya Propinsi
Jawa Timur di Surabaya. ‘

21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur d4i Suraba-~
ya.

22. Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

23, Para Anggota "BAPPKEPALL" Propinsi Jawa Tinur.-

DD R SRR
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lampiran I -~ Suraet Keputusan Gubernur EKepala Daerah
Propingi Jawa Timur dan Kepala Daerah
Kepolisian X Jawa Timur

Tanggal 23 September 1972

Nomer 3 pe%:smé Gém.mm:

 DAPTAR Keanggotaan Badan Pelaksana Penanggulangan Kecelakaan
| dan Penertiban lalu Lintas Jawe Timur |
( BAPPKEEPALL-JATIN ).

1 T e T D e D S T e T T T e e e e e T S RS Ta . — m
“No.! Kedudukan dalam % i

Urut:mmmammrm{ Jabatan } Nama

] : T

1, 1K e t u a {Kepala Seksi Lalu Lin-{4.K.B.P.SISWO
i ;tae Komando Daerah xe-;snxmgmo.
! ipolisian X Jawa Timur, ! '

I ‘ b '

2, Walkil Ketus IKepala Dinas Lalu Lin-{R.SOENARDY -

!$as dan Angkuten Jalan!BROTOPRAJITNO

IReya Propinsi Jawe Tia!
:ml&r. :
}remim Seksi Ialu I.in;K.P. SOETARMAN
1tas Xomando Daerah Ke—1{ .
t

!poliﬂa.n X Jawa Timu.r.i

4 lWaxil Sekretaris |Wakil deri Dinas Lalu’;PRANDJONO SH.
ILintas dan Angkutan :
:Jalan Reya Propinei

tJawa Timur.

!
Anggota-anggota t1.Wakil dari Dinas
Pekerjaan Unum Pro-
pinsi Jawa Timup.

3. |Sekrataris

Ir.OERIP S0B-
DARMAN,

§
§
!
!
!
5e 1
!
!
1

L [ R l
" EmRILIRS '12.Kepala Dinas Kese= !Dr.BAHRAWI
PERPUSTAKAAR | natan Propinsi Jawa |WONGSO KOESOB-
e Ty T AL Ll '
v A Pimur, MO MPA.

N L R

!
!
’.

vk S R wmp Gt SR omm WEB ﬁﬂmmmmﬂmmﬂ-ﬂﬂmﬂ-‘!—_ﬂﬁ*.‘

-.-.u.-._-—_—-.ﬂt-nu’-‘
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TR T savates | rese
Urut, BAPPEEPALL JATIM )

I ! !

1 |
13, Pengurus ORGMIDA 1Ir.B.0, NUKAAF

: Propinsi Jawa Timur ;

14, Hakin diperbantulan |SUNOTO B.A.
! 4i Pengadilan Tinggil

: Jawa Timur, '

;s. Kepala Seksl Sandi :H.ARTOJO S0B-
| Kejaksaan Tinggi Ja-=1HARJO B.A.

: wa Tinur,. :

}s.xepsaa Seksi Laporan}omammu.

- Daerah Jawatan Pew |
- nerangan R.I, Propin:

si Jawa Tinmur. !

T.Kepala Bagian Hukum/ {M, ARTEF MUL~-
Per-Undang-undangen ;Ja:o.z SH.
Kantor Gubernur Ke-|
pala Daerah Propinsi:

Jawa Timure !

8.Karo 0.P.S. POLDAM -imssm BAKRI -
VII1/Brawijaya(Poli-llayor CPM Nrp.
pi Militer Daerash - 1200166.
Wiliter VIIYI/Brawie {

~Jaya). ; |
9, Dan Den Pom Daeral §SOEPRATIKTD -

I (Kbman&an.ﬂetaee-:mayor taut{e)
men Polisi Militer ~iNrp.1311/P.
Daersh Angkatan I.aut%
V). '

10, POMAU KODAU IV gnossnmoxo -
(Polisi Militer Ang-lKapten Nrp.
katan Udara Komando 1464673.
Daerah Udara IV).

!
{
!

t
!
1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
{
!
!
13
!
1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

— Sl v
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By T == T e e e rro e
N°~Tmlldum dalem | 3 o pg tan { Nanma
Urut | !

BAPPKEPALL JATTM |
' t ‘ !
tt1. Kepala Dinas PRO- {AKBP;SOERADJY

VOOST Daerah Kepoli imamosxswoao.

- sian X Jawa Timur. !
'

!

el Sy e S A tam
e W b S

e R e
KEPALA DAERAH KEPOLISIAN X GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA TIMUR, | PROPINSI JAVA TTHUR,
tertanda : tertanda
{ _8.SAMSOERI MERTOJOSO i. ( MOHAMIAD NOER )o-—

Inspektur Jendral Pollsi.-

LAMPIRAN II Surat Kepubusan Bersama Gubernur Kepala Daerah
' Propinsi Jawa Timur dan Kepala Daerah Kepolisian
X Jawa Timur

Tanggal 23 September 1972
No. s Pogéémé Gém,mm.

TUGAS POKOK BADAN PELAKSANA PENANGGULANGAN KECELAKAAN
DAN PENERTIBAN LALU LINTAS JAWA TIMUR -
(  BAPPKEPALL-JATIM )

1. UMUK

a. Menggariskan langkah-langksh operasionil yang harus.die

tempuh oleh Badan ini guna menertibkan/melancarkan erus

- Ialu Lintas dan mengemenkannya dari segala macam kece-
lekaan ;

b. Mengawasi pelaksanaan langkahelangkah yang digariskan
tersebut sub. a. ;

¢. Meneliti Peraturan Lalu Lintas yang berlakn dan yang -
. tidak sesual dengan usaha=-usaha penertiban, pelancaran
dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam sub, a. ;
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d. Nenyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur -
Kenala Daerah Propinsi Jawa Timur dan Kepala Daersh
Kepolisian X Jawa Timur, mengenai usaha-usaha pener-
tiban, pelancaran dan pengamanan yang telah digaris-
kan dan dileksanakan oleh Badan dimaksud pada diktum
mpertama® Surat Keputusan ini ;

e. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur
Kepala Daerah. Propinsi Jawa Timur dan Xepala Daerah
RKepclisian X Jawa Timur, dalam usaha pembinzan dan
usahg mengkoordinasikan segala kagiatan dibidang pe-
nertiban Lelu Lintus

f, Apabila diperlukan, EKetua dimaksud diktum "Pertame®
Surat Keputusan ini dapat membentuk Staf Ahli yang
meliputi Research, Traffic Enginering, Traffic Educa~
tion, Praffic Enforcement dan lain-lain sebagainya
guna membantu pelaksanaan tugasnya.

IT. JARGEA PENDEK.

1. Peninjauan dan penelitian kembali terhadap ramboeramn-
bu yang ada, untuk diganti, ditambgh dan disesuaikan
dengan keadaan j .

2, Memperbanyak Zebra-Cross ditenpat-tenpat ramoi 3

3. Ditiap~-tiap penyeberangan penting dipasang lampu-lam-
pi penyeberangan otomatis ;

4. Ditikungan-tikungan tajam supaya diadakan garis-garis
penisah jalan 3

5. Dibuat jalan khusus untuk kendaraan cepat dan lambat;

6. Merobah jalan gerobak / cikar kembali kejalur jalan -
kiri 3

7. Penertiban pemasangan reklame dijalan-jalan termadulk
reklame lampu hias g

8., Perlu ditingkatkan pemelihersan dan pengawasan terhe~-
dap pengamanan jalar-jalan j

9. Perlu ditingkeatkan pembinaan kepada para pengemudi
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10, Dalam rangkas memperbaiki sistim pertolongan Pertema
Pads Kecelakaan (P3K), perlu disebar luaskan persoal=
an P3K ini kepada berbagai lapisan masyarakat dengan
mengedarkan bukuwbuku P3K yang sudah ada sebagal pe
doman ;

11. Mengusahakan beberapa rumah sekit Rumah sakit Refer-
ral {Referral Hospital) sesuai dengan jumlah kecelaw
kaan lalu lintas didaerah yang bersangkutan ;3

12, Mengusahakan adanya Rehabilitasi centre bagi para
korban kecelakasn lalu lintas yang cacad ;

13, Perlu mengadakan pengumpulan data, perencanaan dan
melakukan evaluasi untult pencegahan kecelaksan lalu
lintag.

ITI, JANGKA PANJANG.

1. Memperbanyak jJjembatan-jembatan penyeberangan ;

2. Menyempurnakan pulau~pulan jalan (traffic island) st~
paya sesuai dengan fungsinya ; _

3. Supaya tidak terdapat suazsana yang menjemukan, perlu
diadakan variasi pandangan disekitar jalan (misalnya
pengaturan komposisi penansman pohon-pohon dan gebgw
gainya) ;

4, Pergluasan pandangan bebas dari simpang jalan / ti-
kunranetikungan jalan 3

5. Untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, perliu
disediakan tempatetempat parkir khususg,

* KBPALA DABRAH XEPOLISIAN X GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA TIMUR, PROPINSI Jawiy TIMUR,
tortanda tertanda
( S. SAMSOERI MERTOJOSO ). ( MOHAMMAD NOER e

Ingpektur Jenderal Polizi
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6. Pelaksanaan Sistim Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu
( sistim Tilang ).

Para pelaksana hukum, khususnya pihak Kepolisian,

Kejaksaan, Pengadilan yang mempunyal tugas dan wewenang
dalam tindszkan dan penyelesaian perksra, setelah memghami
betapa makin meningkatnya volume dan frekwensi lalu line-
tas yang mengekibatkan pula meningkatnya pelanggaran dan
kecelakaan lalu lintaes di wilayah Jawa Timur ini, berusa-
ha. untuk menyestaikan pelaksanzan hukum yahg berlakue se-
irama dengan kemajuan lalu lintas.
Dalam hel ini Ketua Pengadilan Tinggl Jawa Timur, Kepala
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kepala Daergh Kepolisian X -
Jawa Timur telah membuat instruksi bersama tentang Pelak-
sansan Sistim Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu yeng
.gelanjutnys dinamakan Sistim Tilang.

Menanggapi Sistim Tilang ini, menurut hemat kami 56w

cara teoritis adalah suatu penyederhanaan prosedure penye
1eéaian perkaras~perkara pelanggaran lalu lintas tertentu
dengan tujuan dapat diselesaikannya perkara-perkara  pew
langgaran lalu lintas dengan cepat.
Namun perlu kiranya menjadi perhatian bahwa hendaknys da-~
lam praktek betul-betul dilaksanakan menurut pedoman dan
dasar hukum yang berlaku diimbangi para pelsksang yang -
dapat dipertanzgung jawabkan terutama dalam rangka diade~
kah razia.

Dalam praictek pengadilan kilat dengan menggunakean
Sistim Tilang yang akhir-akhir ini dilancarkan didaerah -
Kotamadya Surabaya, orang awam sda yang berbicara bahwa -
pidana denda yang dijatuhkan ada yang sampai Rpe15.000,s
dan bahkan se~0lah~olah sudah ada tarip yang telah digo=
riskan untuk masing-masingz kasus perkara.

Kalau tokh hal ini terjadi, make kami mengingatkan -
kembali pada dasar-dasar hukum yang berlaku yang masnz me=
nurut hemat kami dalam pasal 32 Undang-undang nomor 3 ta~
hun 1965 dirumuskan bahwa pelanggaran-~pelanggeran atas -
pasal-pasal yang disebut dalam paszl 32 tersebut diancam
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pidana kurungan selama-lamanyas tiga bulan atau denda sebanyak
banyaknya Sepuluh ribu rupiah. :

Sebagal kelengkapan dalam uraian ini kami kutipkan Ins-
truksi Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kepala -
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepala Daerah Kepolisian X -
Jawa Timur tentang pelaksansan Sistim Tilang sebagai berikut.

INSIRUKSI BERSAMA
KETUA_PENGADILAN TINGGI JATIM, KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JATIM DAN KEPALA DAERAH KEPOLISIAN X JATINM

- 194/Un/1972
HOMOR 3 = Inst.007/1.5/10/72

- INS/A/36/%/1972

TENTANG 3
PELAXSANAAN SISTIM BURTI PELARGGARAN LALU LINTAS TERTENTU
( SISTINM TILANG )

Memperbatikan : 1. Surat Keputusan bersama Ketua lahkemah A=
gung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian R.I.
dan lMenteri Kehakiman R.I. tanggal 14 Ja~-
nuari 1971 Nomor : QO1/KMA/71, 002/DA/v/
71, 4/SK/Xepolri/71, Js/4/2/21 tentang :
Procedure penyelesaian perkara=perkara
pelanggaran lala lintas tertentu baserta
ketentuan pelaksansannya tersebut didalam
lampirgn,

2. Hasil Rapat Kerja Kasi Lantas seluruh Ine
donesia pada <tanggal 11 s/d 16 September
1972 di Jakarta.

3. Hasil) pertemuan musyawerah antara Ketia =
Pengadilan Tinggl Jawa Timur, Kepala Ke-
jaksasn Tinggl Jawa Timur dan Kepala Dae-
rah Kepolisian X Jawa Timur tanggal 3 Ok-
tober 1972 41 Surabaya.

4, Instruksi bersama lenteri Kehakiman, Kew
tua Nahkamgh Agung Indonesia, Jaksa Agung
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dan Panglima Angkatan Kepolisian R.I.
tanggal - Desember 1967 nomor 3 J.S.7/8/.
6/68, 1/KM/34/A.1/68, INSTR-016/Da/12/67,
POL. 60/INSTR/PANGKAK/67 tentang 3 “Hemara-
tonkan™ pengajuan perkars dan penyidangane
nya terhadap perkara dan orang-orang taha-
nan.

Henimbang : 1. Bahwa meningkatnya volume dan frekwensi la-
lu lintas yang mengakibatkan meningkatnya
pula pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas
di Jawa Timur ini, khususnya yang terjadi
didalam Kotamradya Surabaya.

2. Untuk melaksanaken Undang-undang/ketentuan~
ketentuan yang mengatur laslu lintas di Ja=-
tim, dirasa perlu untuk menyesuaikan pelak=
sanaannyes yang seiraema dengan kengjuan lalu
lintas.

‘3« Bahwa oleh karenanya, penyedarhanaan proce=
dure penyelesaian perkara-perkara pelanggar
an lalu lintas dengan Sistim bukti pelang-
garan lalu lintas tertenti (Sistim Tilang)
yang nanti ekan lebih banyak membawa manfa~
at bagi semua fihgk, perlu segera dilakaana
kan. '

Mengingat ¢ 1. Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No.14 tahun -

1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Ke-
4 hakiman,.

2. Pasal 4 Undang-undang No.15 tahun 1961 ten-
tang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik In-
donesia..

3. Undang-undang No.13 tahun 1961 tentang: Ke-
tentuan-ketentuan pokok Kepolisian Republik
Indonesia.-

4. Undang-undang No.3 tahun 1965 tentang: Lalu
Lintes dan Angkutan Jalan Raya.
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Reglemen Indonesie yang diperbsharui (R.I.B.).
MENGINSTRUKSIKAN ¢

Semna Kepala Pengadilan Negeri di Jawa Timur ;
Semua Kepala Kejsksasn Negeri di Jawa Timur ;

Semua Komandan Antar Resort/Komandan Resort
Kepolisian di Jawa Timur.

Melaksanakan penyelesaian perkara pelanggaran
1lalu lintas dengan Sistim Bukti Pelanggaran
lalu lintas tertentu (Sistim Tilang), didaerah
wewenang Hukum zﬁasing—masing ;

Pada tiap-tiap diadakan razia, baik siang maue
pun malam hari, diadakan pengadilan kilat do-
ngan memakai Sistim Tilang sebagai sarananya,
tanpa menyimpang dari prinsip hukum Acara Pida
na yang berlaku ;

INSTRUKSI ini mulai berlaku pada tanggal dike=
Inarkane=

Dikeluarkan di §s SUR AB AY A
Pada tanggal s 13 OKTOBER 1972

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPALA KETAKSAAN TINGGY
JAWA TIMUR JAWA TIMUR
Wakil,
tertanda
tertandg :
SUTOMO -~ S.H PURWANTO SASTROATMOJO SH.

Skripsi

- KEPALA DAERAH KEPOLISIAN X
JAWA TIMUR -

tertands

S._SAMSOERI MERTOJOSO
Inspektur Jenderal Polisi.
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Dimamping memahami sparatur-sparatur pelaksana hukum,
maka kiranya perlu diketahui pula tentang peralatan-perala-
tan apa yang dipakai dalam pengaturan tertib lalu lintas,
Agar didalam lala lintas jalan ada suatu ketertiban bagi -
para pemskai jalan diberikan atau dipasang suatu tande~tan-
da yang mempunyai arti sesuai'dengan ketentuan-ketentuan -
peraturan lalu lintas yang berlaku. Tanda-tanda yang dimak-
sud adalsh memberi petunjuk kepada para pemakai jalan seba-
gaimana seharusnya para pemakai jalan berbuat sesuatu dida-
lam lalua lintas jalan. .
Tanda~tanda tersebut berupa antara lain tenda~tanda rambu,
garis-garis jalur jalan, garis-garis khusus penyeberangan,
jembatan-jembatan penyeberangan, tanda-tanda bahaya, lampu~-
lampu otomatis atau dengan tenaga manusia dan sebagainya.

Demikian sekedar uraian kami dalam masalah tenaga dan
alat pengamanan lalu lintas jalan, dan lebih lanjat kemi
kenmukakan tentang putusan-putusan Pengadilan Negeri sebagail
suatu perwujudan bentuk pelaksanaan hukum yang bersifat tin
dakan represif,

B. Putusan-putusan thgadilan Negeri.

Dalam orgian ini kemi akan mencoba meninjau segi
bentuk dan isi serta pidana yahg dijatuhkan dalem putas-
an Pangadilan Negeri dalam kasus perkars pasal 359 KUHP.
dalam hubungannya dengan kecelakaan lalu lintas jalan.

Berkenaan dengan hal diatas make kami kutipkan be-
berapa ikhtisar keputusan Pengadilan Negeri.

Terdakwa berada diluees/didalam tahanan
sejak tanggal 1 12 Desember 1970.

DAPTAR PIDANA No.: 655/71 S.

DEMY KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA BSA.
KEPUTUSAN

Pengadilen Negeri/Skenemi di Surabaya dalam mengadili
perkara~parkara kejahatan dalam tingkat per?ama padza hari
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Senin tanggal 16=8-1971 dalam perkaranya terdakwa~terdakwa 3

Mat Bularan . S
umer 30 tahun,kelahiran Merkeneng,Kec.Tanah Nerah,/
Bangkalan Madura,Agama Islam,pekerjaan lakelaran muatan,
tempat tinggal Jl.Bolodewo No.90 Surabaya.

Penzadilan Negeri / Zkemsmd tersebut @

Membaca surat-surat dalsm perkara ini ;
Mendengar keterangan saksie~ssksi ;

Mendengar juga terdakwa-terdakwa dalam pengakuannya /
pemungkirannys ;

Mengingat uraian tuntutan Jaksa (requisitoir) yang dew
ngan tertulis telah diserahkannya dipersidangan dan isinya
pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Pengadilan Negeri / Ekonomi di Surabaya menyatakan bahe
wa terdakwa-terdékwa tersebut diatas bersalah telah melakukan
kejahatan. sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal
359 K.U.HePs joo 3b PPL 5(1)a PPL 21 (1)c UUL 2 (1) UUL.

dan oleh karena itu supaya kepada terdakwa-terdakwa tersebut
dijatuhi hukuman + « = « = s +» ¢ ¢ ¢ s o s ¢ & = o o o« o » o @
penjara selama : 8 (delapan) bulan potong tahanan, '

® % @® @ F ¥ ¢ 4 & & & & & & € & B P @ & $ P ¥ € @ € ¥ B " 0 »

Menimbang d.s.b. ;
Mengingat d.s.b.

MENGADITLTI

. Menyatakan bahwa terdakwa-terdaiwa tersebut diatas bere
salah telah melakukan kejzhatan tersebut dalam pasal
359 KUHP jo.3b PPL 5(1)a PPL, 21 (1)c UUL 2 (1) UUL.

» [ ] L] - - L - L] - o L L] L 4 L] L ] L] L] L4 | 4 - L] L L] » [ ] * * L 4 L * L3 -
» - » - [ 4 » L » - . [ - - . L] a * L ] * - - -> - - -« » » L L - - -

¥ B a2 @ ¢ * ¥ @& & @ & € & P S 2 B B ¥ & I ¥ ® ¥ ¢ ¢ & 2 & w
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Menghukum ia / :meweke—pema terdakwa oleh karena itu dee
ngan hukuman penjara selama : 8 bulan potong tahanan . . . .

[ 4 & * L J L 4 * * - [ * L3 - | 4 * L 4 -« [ ] L ] [ ] L] L] e e L] . L4 » . @ *
. i . -

¢

* * . * * L ] * » - L ¢ & o L 4 . L] . o @ L 4 L 4 . -
!

- .« & 9 L] * » * » L] L » . L N * - - * . * L - -
4

Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa

a -« [ J - L ] x * L4 L] L J L 3 Ll L 3 - ] * . . * L] L] L L]

» L L4 * . L ] .H‘x - L3 [ 2 ° . » - - [ 4 L 4 LJ L4 * * L

L]

»

-

-

.c‘ooctl%&'.oon-'o-ooba
® * 8 & & © & 5 8 & %+ & ® ohe o e € 2 5 6 6 0 @ O ¢ 0 & s @

L 3

gsegera sesudsh pemeriksaan ini dirampas/dikembalikan kepada

* [ ] L] » L ] L] - * » » L4 - - *» L L d L] - * Ll - L] L * [ ] L ] - » L} -

ongkos-ongkos dalam perkara ini.

gal 16 Agustus 1971 oleh kami

T, »
.oqdoo»ooon;«o&ooo--o.o.om

. - » - - - L d - e - - * * . * - L * - > L - L4 'M
« v o e o e o o, ¥ soatrim S.H-- . e H&kim QW

Henghukum pula ia/mercka para terdakwa untuk membayar

Demikianlah diambil keputusan ini pada hari Senin tange

ws wg  wa

dan pada hari itu juga putusan ini diumumkan dimuks umam oleh

kami dengan dihadiri oleh
® & s 2 & o o ° o @ Ny.KuStini Soejitno S.H.

gerta oleh terdakwa, #endalswe-dan-—pomboelenye.

Panitera~Pengganti tseb,

Ketua Majelis,
ttd.  ttd,.
( Sarmani ). . - ( Soetrisno S.H.

Maksud perkara dzngan gingkat s

Sarmani Panitera pengganti

)e

Jaksa

dakwa waktu mengemudi speda motor I-6787 Z. berjalan di jalan

Kalisosok, menyalip truck yang berjalan sejurusan pandangen

muka terhambat sehingga terjadi tabrakan dengan becak, dan
menzakibatkan matinya bagi orang lainiWaktu diperiksa ternya-
ta tidak mempunyei STM untuk kendarasn tersebut, '
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Terdekwa bemsade-diluew/didalam tahanan sejak
tanggal 13 Juli 1970 8/d@ 20 Juli 1970.

DAFTAR PIDANA NO.: 1395/1971 S.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG lMAHA EGSA,
KEPUTUSARN

Pengadilan Negeri/&seweid di Surabaya dalam mengadili
perkara-perkara kejahatan dalam tingkat pertama pada heri Sabtu
tanggal 31 Juli 1971 dalam perkaranya terdakwa-terdakwa :

. Jahyja. .
umur 23 tahun,kelahiran Jombang,pelkerjaan Sopir,agama
Islam,alamat Jl.Kedungsroko Ne.,19 Surabaya.

Pengadilan Negeri/Ekonomi tersebut :
Membaca surat-surat dalam perkara ini ;
lMendengar keterangan saksi-gaksi ;

HMendengar juga terdakwa-terdakwa dalam pengakuannya / pe-
mungkirannya 3

Mengingat uraian tuntutan Jaksa (requisitoir) yang dengan
tortulis telah diserahkannys dipersidangan dar isinya pada po-
koknya sebagai berikut :

Supaya Pengadilan Neg;ri / Ekonomi di Surabsha menyatakan bahwa
terdakwa-terdakwa tersebut diatas bersalah telah melakuken ke-
jahatan sebagaimana diatur dan digncam hukuman menurut pasal
359 KUHP. jo. 1t (4)b PPL jo. 2 (1) UUL.

L4 . . - . . . L4 - L] - L} * - L) L2 L [ - [ ] [ ] L] - > . . L] . L] [ ] L]

dan oleh karena itu supaya kepada terdskwe~terdakwa tersebut
dijatuhi hukunan ponjara selama 8 (delapan) bulan segera masuk

[ ] * L - - * L} -« - [ 4 - ] ] - L] * * - . [ ] » [ 3 a L] L 4 ] . . L] > * [ ]

[ ] L] 2 * * . L 4 L L 4 . - - L4 * * » L4 * [ ] * L d * - - - * L ] L » * » .

I.Ienimbang d.s.b, H
ﬂengingat d.8.D. ’
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MENGADILELI

Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa tersebut diatas bersa-
lgh telsh melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 359 KUHP jo.
11(4)bm-3°. 2(1)“81}..0@_.«. a' e ® @& O o & s ¥ * e &

L 3 * * R » L] L * * - » - [} - * L] L] - » Ll » * . - - L ] L] - L] L [ ] L 4
Y » » » . > » - . » » > » - [ ] L] L] « » a - L ] » » a* - [ ] - - w - ‘.

a . B L [ ] L J L L J » [ ] * * » . - - L] L] . - » - * L] » » - L 4 » - - -

Menghukun ia / sepelta—pave terdakwa oleh karena itu de=
ngaen hukuman penjara selams : 8 (delapan) bulan segers masuk.

- . L] > * -« » % @ - - L L] L] - [ ] * - - - L L4 - v L) » * - - - L ] *

Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa . . « « »
L ] L ] - ® L 3 [ 2 - - - - L ] [ ] L |

a = e L} - L] - L] L] - - L ] [

segera sesudah pemerilksaan ini dlrampaa/ﬂlkemhalikan kepada . .

» - o b * * - L 4 * [ 4 L] L] Ld - * L L 4 * - [ ] - » L] - L - » » - - L [ ]

Menghukum pula ia / mereka para terdekwa untuk membayar =
ongkos~ongkos dalam perkara ini.

Demikianlah diambil keputusan ini pada hari Sabut tanggal
31 Jali 1971 oleh kami
e o B s s s s s e s e e s e s s s s e s o« Kebhatajelis;
e 8 ¢ o & 0 % a8 s a8 s ema s s e s e e o o » osHalsibrgaotas
e ¢« s o 8 s o o ¢ Ny. Matatula . . « . . . . . . Hakinm Angseta;
dan pada.-hari ita auga putusan ini djiumumkan dimuka ugun oleh
kanmi dengan dihadiri oleh '
e ¢ 8 2 s 8 s e s s s s w Soediawan -« » o« Panitera pengganti ;
e o o 8 » o s o o » = o AbG,Wachid ., . . : . . s Jdaksa
gerta oleh terdakwa-terdakwa dan pembelanya. o

Penitera Pengganti tsb. Ketua llajelis,

+td. o ME,R? ¥ - ttd. . .
. e
Lo L INL M
. o
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Maksud perkara dengan singkat s

Sewalktu dakwa mengemudikan kendaraannya dijalanan umum kurang
hati-hati dan tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga
terjadi kecelskaan/tabrakan, dan dapat mendatangkan bshaya
bagi lalu lintas lainnya. | '

A G ey Apwy ey s S S——

Terdakwa berada ditees/didalam tahanan sejak
tanggal 10-1-1971 8/d 12-1-1971

DAFTAR PIDANA No.: 1017/1971 S.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
KEPUTUSAN

Pengadilan Negeri / Ziemesd di Surabaya dslam mengadilil
perkara-perkara kejahatan dalam tingkat pertama pada hari Se-
lasa tanggal 15 Juni 1971 dalem perkaranya terdakwa~-terdakwat

, Soekajat .
Unur 35 tahun,kelahiran Surabaya,agama Islam,pekerjasn
Sopir,tempat tinggal J1.Sidodadi GG.IX/17 Surabaya

Pengadilan Negeri/Ekonomi tersebut 3

lembaca surst-surat dalam perkara ini 3
Mendengar keterangan sakgi-assksi ;

Mendengar juga terdakwa~terdakwa dalam pengakuannya /
pemungkirannye. ; '

lMengingat uraian tuntutan Jeksa (requisitoir) yang dew~
ngan tertulis teleh diserahkaennys dipersidangan dan isinya -
pada pokoknya sSebagai berikut @
Supaya Pengadilan Negeri / Ekonomi di Surabaya menyatakan
bahwa terdakwa-terdekwa tersebut digtas bersalsh telah mela-
kukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman menum
rut pasal 359 KUHP jo 3b. PPL jo 2 (1) UUL. v « ¢ v v o« v +
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- ™ - . . » > - a [ ] - [ ] - [ ] * - > L] L ] » L L L] L] - [ ] * > [ ] L ] L 3

# ®m ¥ & # & & & 5 2 8 3 ¢ & & & & . % * & &« & & & » 8

dan oleh karena itu supaya kepada terdaskwa-terdakwa tersebut
dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan . . . « . & «

* B 9 @ ¢ e . - - L] . . . o . .« @ * .« e L] . L] a [ ] . L] - [ ] *s @

L J [ ] [ ] L 4 LJ * * L 4 » * - L d L . - * » L ] 2 ® [ ] L 4 L J * L ] L L] L 2 L] L4 [ 4

Nenimbang d.s.bs ;
llengingat d.s.b.

MENGADIZLI s

Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa tersebut diatas ber-
galah telah melskukan kejahatan tersebut dalam pasal =
359 m jo 3b ?PL. jo. 2(1) U[ILU » L - - [ 2 - - » . - .

.goo.OQ'lQDOOQQQOQSOogv-nooccooi-

lenghukum ia/mereka para terdskwa oleh karena itu  de
ngan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa perw
cobaan 1 tahm 6 b[ﬂ-an . - - - - L] L 2 * . L] - L] ] L] * * L] . L ]

® & ® % & e & & 2 ° 8 & A & » ¢ * s 2 e s & & e F S5 - © a » @

Memerintahkan supaya barang=barang bBukti berupa  « « «
b <

a . » - - * - . * - L4 ] -

e« 8 & & » & & *» 3 T & & @ “a »
L] » o L 4 L] [ ] » [ ] [ 4 > - L] ) - -»
2 L) [ ] [ 4 * L ] - * * @ . L 4 L L L 4 L L 4 - -

gegera sesudah pemeriksaan ini dirampas/dikembaliken kepada -

» * » L] - . . L] L] L . . o . -« L J LI N . . L d * * . @ * . . @ »

Menghukum pula ia/mereka para terdakwa untuk membayer =
ongkos-engkos dalam perkara ini. ‘

Demikianlah diambil keputusan ini pada hari Selasa tang
gal 15 Juni 1971 oleh kami
oucooo.-.toooooc.ooootm%m

."."""'UOOOoooo-ocomm
s e ¢ s « « o+ Nn.Hartini Kesran S.H. . . . Hakim dmgeede

s W W
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dan pada hari itu juga putusan ini diumumkan dimuka umum
oleh kami dengan dihadiri oleh

e o o o o o ¢« o o o NyosSudarmani . . . . Panitera Pengganti
+ o s o s o o o e o Amining Sjam ., + . + JAk 3a

serta oleh terdakwa Mﬁm-—ém—*pm

Pam.tera—Pengganti tsb., Ketua Majelis,
tertands tertanda
( Soedarmani ), { Hartini Kasran S.H. ).

Maksud perkara dengan singkat ¢

karcna terdakwa pada waktu mendahului lain kendaraan,kurang
cukup ambil haluan kekanan,sehingga dapat menimbulken terje-
dinya kecelakaan/tabrakan dah mengakibatkan matinys orang
lain,~-

Terdakwa berada diluar/didalam tahanan sejak
tangzal ¢ 13 Nopember 1970

DAFTAR PIDANA No.: 483/71 S.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG KAHA ESA
KEPUTUSAN

Pengadilan Negeri/Ekonomi di Surabaya dalam mengadili
perkara~-perkara kejahatan dalam tingkat pertzma pada hari
Komis tanggal 25 Maret 1971 dalem perkaranya terdalwa-terdakwa

. Petrus Nuba .
umvr 32 tahun, kelghiran Flores, agama Katolil, pekerja-
an Sopir, tempat tinggal Kebraon Gg.II/28 Kedirus Surae
baya.
Pengadiler Negeri / Llsememd tersebut ¢

Membaca suratesurat dalam perkara ini ;

Skripsi PENINJAUAN PASAL 359 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ... SURYADI



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Mendengaxr keterangan saksi-sgaksi j;

Mendengar juga terdakwa~terdakwa dalam pengskuannya /
pemungkirannya j

Mengingat uraian tuntutan Jaksa (requisitoir) yang
dengan tertulis $elah diserabkannya dipersidangan dan isinya
pada pokoknya sebagai berikut 3

Supaya Pengadilan Negeri / Bkonomi di Surabaya menyatekan
bahwa terdakwa~terdakwa tersebut diatas bersaleh telah melaw
kukan kejahaten sebasgaimana diatur dan diancam hukuman menu-
rut pasal 359 KUHP, dan 4 4 PPL jo. 11(4)b PPL jo. 2(1) UUL.

- - - L] L L 4 L4 - - . L ) - * * * * LJ - * L] * - L] L ] a » L d ”* * >

dan oleh karena itu supaya kepada terdakwa-terdakwa tersebut
dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahan~

8I) o ¢ o ¢ o 5 2 3 * e e 8 * 2 4 e @ e e e H 2 e e &8 s s @

» - * L] - [ ] » » - * * * L4 L] L) L] L] ] » - L L] L] w w L L L} L] L]

Menimbang d.s.b.
Mengingat d.s.be

“s

e

MENGADILI

Menyataken bahwa terdakwa-terdakws tersebut diatas te—
lah melakukan kejahatan tersebut dalam passl 359 KUHP dan 44
PPI' jo. 11(4)b PPL jo. 2(1) UUL. » - [ L] -« » L ] o * - * . ®

L L L] * - - L} » L] L] . L » L] L L] L] * L4 L 4 L L] » * -~ L L] » * L J

. . @ * a » L L 4 L * » * L] * = L ¢ & » [ ] * - [ ] - L] [ . » *

Menghukum ia / meveke-pewre terdakwa oleh karena itu de-
ngan hukuman penjara selama 3 3 (tiga) tahun potong tahanan.

L L 3 * * - L] L ] * L 4 L] - - L 4 » * - - - * . - L L 4 » - . - L J L » L

* L] - » - L] L] * » L] * L4 . * L] L L ] * L] L * L * » » L - . L2 L

Memerintahkan supaya barang-barang bukti berups « « «

* & B2 2 8 8 & = B 2 » & ¢ s * 4 & @ ° 8 S 2 & & w & 8 P ¢ @
* & @ 9 @ ¢ ¢ * 2 » ¢ v e *® * & 2 2 = & ¢ 8 ¢ 5 2 9 ¢ @

- L L ] . [ [ 2 » . L] - » [ ] > e - L4 * - . * . [ ) °* » L) . . . [ ] L
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segera sesudah pemeriksaan ini @irampas / dikembalikan kepa=-

da.aggn-c-ooo--ouoo-otooonoouo-no-

Menghukum pula ia / mereka para terdakwa untuk memba~
yar ongkos-ongkos dalam perkara ini,

Demikianlah diambil keputusan ini pada hari Kamis
tanggal 25 llaret1971 oleh kami ¢
» e e s e o o e s s e s s oa s s e s s s « HeSeaMMajedie ;
e 8 s s s s s s s e s e s s s e s e s e o Heldan-Angeoube
+ « » o« o s » « » Soemartono S.H, . . . » Hakim-dAmpgceude
dan pads hari itu juga putusan ini diumomkan dimuka umom
oleh kami denzan dihgdiri oleh
e« » » o ¢ o o + » » o » Marham ., . . . Panitera Pengganti
« s o v s o o a s o ¢« o Hendarwati . . . Jak sa
gserta oleh terdakwa-terdakwa dan pembelanya.

Panitera~Pengganti tab., Ketua Majelis,

tertanda tertanda

( Marham ). ( Soemartonc S.H. )e—

Maksud perkara dengan singkat

Sewalktu terdakwa bernama § Petrus Nuba telah mengemudikan
kendaraan Truck I=~420=-B berjalan dari jurusan Selatan ke
Utara dijalan umum Raya Gubeng Surabaya,tenaganya terlalu
payah/lelah, sesampainya didepan rumah no,40 Jalan Raya Gu~
beng Surabaya,ia tidak dapat menguesai kendaraannya kemudi-
an mengbrak seorang anak perempuan mengendarai sepeds mini
vang datangnya sama dari Jurusan Solatan ke Utara oleh ka-
rena kurang hati-hatinya perbuatar manas sehingga mengakibat-
kan dari pengendara sepeds tersebut bersama yang digandolkan
meninggal dunia seketika ditempat kejadian.
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Setelah kita pelajari dan teliti keputusan Pengadilan
Negeri sebagaimana diatas, maks kami sken sekedar menanggcapi
gebagai berikut i

a. Bentuk dai isi dari keputusan adalah sangat sederhana.
Komi memsklumi bahwa para hzakim dalam menyusun putusan
suatu perkara sumier cukup menggunakan dan mengisi blanko
putusan yang memang telsh disediakan dan diperkenankan.
Dan hakim hahya akan menyusan putuaén dengan lengkap baik
mengenai pokok=pokok kasus perkars, pertimbangan pertime
bangan yang ada apabila perkara itersebut najik banding.
Namun menurut hemat kami - khususnys dalam kasus perkara
yang menyangkat jiwa manusia seperti halnya putusan-putus
an tersebut diatas, seyogyanys hakim menyusun dan membust
putusan secara teliti, lengkap dengan segala pertimbangan
pertimbangan yang ada baik apsksh perkara tersebut ban~
ding maupun tidak banding.

Kiranya kita fahami dan sadari bersams bushws masalsh jiws
manusia adalah suatu kenyataan yang merupakan salagh sata
unsur dari pada hekekat kemanusiaan,

Dan menusia adalsh makhiuk Tuhan yahg palihg sempurng die
antara lainnyz.

Oleh karenanya adalieh wajar bilamans kita memberikan peng
hormatan dan penghavgaan sSe=tinggi-tingginya terhadap ji=-
wa seseorang sebsgal hakekat kemanusiasn,.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka setiap perbuatan dan
tindakan yang menyangkut jiwa seseorang, seharusnyalah di
tinjau dan dipelajari dengan penuh ketekunan, ketelitian
yang mana kesemuanya akan merupakan suatu dokumen authefn-
tiek yang sangat penting artinya bagi siapapun yang me=-
merlukannya. ‘

b. Pasal-pasal yang diterapkan cukup lengkap, dimana telah
dihoebungkannya pula dengan per-Undang-undangan Ialu Lin-
tas yang berlaku.

¢. Hukuman / pidana yang dijatuhkan, kecuali putusan Perkara
Pidana No.483/71 S. edalah ringan.
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Dalam hal ini kiranya wajib para pelaksana hukum selalu
mengikuti den menyesuaiken perkembangan dan tuntutan mna-
syarakat, dimana dewasa ini masalah kecelakaan adalah st~
atu peristiwa yang sering terjadil dan mengganggu  keter-
tiban serta ketenteraman masyarakat. Disamping hal tersa-
bat perlu dipghami lagi bahwa ancaman pidana dalam pasal
359 KUHP telah berobah dari pidana penjara satu tzhun men
jadi lima tshun (Lembaran Negara Nomer 1 tahun 1960),yang
mana mengandung arti bahwa unsur kealpaan dalam pasal 359
KUHP tidak lagi merupskean suatu unsur yang dapat meringan
kan hukuman semata-nmata. ,

NMenurut hemat kami seyogyanya hukuman diperberat, sebagai
usgaha pula agar pihak lain akan lebih berhati~hati.
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BAB -V

KESIMPULAN DAN SARAN=SARAN

Berdasarkan atas semua uraian sebagaimang tersebut da-
lam bab-bab terdashulu, maka dapat kami peroleh suatu kesim-
pulan sebagai berikut ¢

1. Ditinjau dari segi yuridis, kita dapatkan perbedaan anta-
ra pasal 359 KUHP yang tercantum dalam Buku II Bab XXI di
satu pihak dengan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan -
Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan dilain pihak yaitu
Pasal 359 KUHP diperlakukan terhadap kecelakaan lalu Line-
tas Jalan yang berakibat matinya orang, sedang Undeng=une
dang Lalu lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Ialu Lin-
tas Jalan hanya dapat diperlakuken terhadap pelanggaran
Lalu Lintas Jalan yang tidsk menimbulkan akibat matinya
orang atau luka~luka berat atau luka-luka ringan.
Pelanggaran pasal-pasal Undange~undang Ialu Lintas Jalan
dan Peraturan Pemerintgh Lalu Lintas Jalan merupakan pée=
langgaran, sedang pelanggaran pasal 359 KUHP adalah merue
pakan kejahatan.

Isi dari Undang-undang Lalu Lintas dan Peraturan Pemerin-
tah Lalu lintas Jalan maupun pasal 359 KUHP sudah cukup
luas dan teliti artinya dapat menampung segala persoalan
yang menyangkut kecelakaan lalu lintas jalan.

Yang dirasakan ada kekurangan yaitu dasar hukum bagi ha=
kim dalam memutuskan suatu perkara kecelakasn lalu lintas
untuk menjatuhkan hukuman ganti rugi atas kerugian matew
riel yang ada disamping pidana penjara atau kurungan; ke
cuali apabila hukuman yang dijstuhkan voorwaardelyk dima-
na dapat dimasukkan dalam pengertian syarat khusus.

2, Untuk adanya suatu kejshatan yang dapat dirumuskan dalanm
pasal 359 KUHP dalam hubungannya dengan kecelakaan lalu
lintas jalen meka harus dibuktikah adanya perbuatan pe-
langgaran per-Undang-undangan lalu lintas yang mengakibat
kan matinya orang yaitu merupakan swatu perbuatan yang
bersifat melawan hulkum dan dilaskukan oleh seseorang yang
kurang hati-hati, lalai atau keteledorannya yaitu sebagai
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suatu pertanggungan jawab hukum pidana.

Sebab=sebad berjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain:

a. Kondist jalan yang belum seimbang dengan perkembangan -
tehnik alat angkutan yang lebih pecat.

b, Kurang adenya rasa tanggung jawab dari para pemakal ja-
lan,

c. Kurang adanya pengetahuan peraturan dan kesopanan lalu
lintas jalan dari pengemudi atann pemakai jalane.

 d. Karena adanya jiwa pengendara yang egoistis, pengebut,

4.

5.

6.

Te
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ugal-ugalan,

e. Kesadaran hukum masyarskat atas bghayanya lalu lintas -
jalan serta tertidb lslu lintas adalah kurang.

f. Pelaksanaan pemberian SIM menurut syarat-syarat yang a-
da kurang mencapai kesempurnaan, sehingga para pengemi-
di dalam praktek kurang dapat dipertanggung jawablan.

g+ Kurang atau tidak tepat dalam pengaturan jalur jalan
dan tanda rambu.

Masalah kecelakaan lalu lintas adalsh masaleh kita bersama.
Oleh karenanya segala usaha para pelaksana hukum baik yang
bersifat preventif maupun represif adalah suatu langkah -
positif, disamping bantuan masyarakat yang ada. Seperti
halnya dibentuk Badan Pelsksana Penanggulangan dan Keter-
tiban Lalu Lintas Jawa Timur, sistim Peradilan yang dise
but Sistim Tilang, BKLL, Hansip/Wanra Lalu Lintas.

Bentuk dan isi putusan Pengadilan Negeri adalah terlalu
sederhana khususnya untule dipskai dalem kasus perkara yang
menyangkut jiwa seseorang.

Para pelaksana hukum cukup teliti dalam penerapan pasal -
yang dilangger.

Para pelaksana hukum kurang mengikuti perkembangan dan
tuntutan masyarakat dalam menjatuhkan hukuman khusushya

yang menyengkut jiwa seseorang.
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SARAN-SARAN.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

9.

10.

11,

Perlu menge-upgrade dan memodernisir Sarans-sarang lalu
lintas, misalnya pelebaran jalan, perbaikan jembatan,

pembukaan jalan baru, penghapusan alat pengangkutan yang
kurang efisien seperti 41 Surabaya adanya kereta api ju-
rusan Wonokromo ke Ujung sehingga mempersempit jalan di-
samping kurang sedap dipandang sebab melalui jalan kota.

Rencana daersh bebas becak dapat sekiranya direalisir
dengan didahului persiapan-persiapan yang matang. |

Penertiban pedagang dikaki lima/pinggir jalan, trotoir.

Pembatasan terhadap pemasukan kendaraan (import) baik
jumlah maupun tonagenya, disesuaikan dengan kebutuhan
dan kondisi sarana lalu lintas.

Para petugas hendaknya selalu menunjukkan sikap dan coh-
toh yang bailk kepada masyarakat dalam mentaati peraturan
peraturan lalu lintas disamping selalu meng-upgrade dis
ri tentang pengetzhuan tertib lalu lintas.

Perlu diberikan penerangan secara luas kepada masgyarskat
tentang peraturan dan kesopanan lalu lintas baik melalui
sekolah-gekolah maupun lembaga~lembaga masyarakat yang
ada.

Pemberian Surat Idzin llengemudi hendaknya dileksanakat
dengan ketat. '

Pengawasan yang lebih ketat terhadap jumlsh maxinum pe-
numpang atau muatan, maximnum kecepatane.

Supaya ditinjau dan diefektifkan penempatan tanda-tanda
rambu misalnys jalan tikungasn, jalan mendaki/menurun,pe-
nyeberangan, penempatan.

Bentuk dan isi Putusan Pengadilan Negeri khususnya ter-

hadap kasus perkara yang menyangkut jiwa seseorang hen-
dalknya dibuat secara lengkap dan teliti.

Hokuman yang dijatuhken hendsknya diperberat mengingat -
neningkatnya peristiwa kecelakaan lslu lintas dewasa ini
demi mengimbangl tuntutan masyarakat dan sebagai warning
terhadap lainnya supaya lebih berhati-hati.
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BAB VI

PENUTUP

Demikianlah skripsi ini kami akhiri, semoga uraian kami
yang sederhana ini sekedar dapat ikut memberikan manfast daw
lan pelaksanaan tertib hukum di Negara kits yang sedang da-
lam pembangunan inji.-—

a2 2 s ]2
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